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ABSTRAK

Nama : Y ustina Sari
Program Studi : [Imu Hukum
Judul : Analisis Pemberhentian Antarwaktu dan Penggantian

Antarwaktu Anggota DPR Rl Melalui Usulan Partai Politik,
Studi Kasus: Proses Pemberhentian Lily Wahid oleh Partai
Kebangkitan Bangsa

Penelitian ini didasarkan pada proses dan mekanisme pemberhentian
antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik beserta UU perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Penelitian
ini membahas tiga permasal ahan utama. Pertama, kewenangan yang dimiliki oleh
parta politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian
antarwaktu anggotanya yang duduk di DPR. Kedua, mekanisme pemberhentian
antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur oleh uu dan peraturan terkait
seperti peraturan KPU. Ketiga, menganalisis kewenangan yang dimiliki Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) daam mengusulkan pemberhentian antarwaktu
anggotanya dan kesesuaian proses penyelesaian perselisihan pemberhentian
antarwaktu tersebut dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder.
Hasll penelitian menunjukkan bahwa kewenangan partai politik dalam
mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu ini masih
terus diperdebatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kewenangan tersebut telah
digjukan kepada Mahkamah Konstitus untuk dilakukan pengujian. Hasil dari
pengujian tersebut adalah hak recall yang dimiliki poleh partai politik ini tidak
bertentangan dengan pelaksanaan demokrasi perwakilan. Disamping itu, dalam
studi kasus yang penulis sampaikan, ternyata masih terdapat ketidaksesuaian
antara pelaksanaan proses pemberhentian antarwaktu dengan mekanisme yang
diatur oleh undang-undang.

KataKunci:

Pemberhentian antarwaktu; Recall; Penggantian antarwaktu; Partai Politik.
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ABSTRACT

Nama : Y ustina Sari
Program Studi : [Imu Hukum
Judul : The Analysis of The Recaling Process of The

Representative's member  Through The  Political
Parties proposal. Case Study: The Recalling Process of Lily
Wahid by Her Own Party, Partal Kebangkitan Bangsa.

This research is based on the processes and the mechanism of the
intertemporal dismissal and the replacement or usually named as recall which are
regulated in Act No.27/ 2009 regarding MPR, DPR, DPD and DPRD and Act
No. 2/2008 regarding Political Parties Act and its amendments, Act No. 2/2011. In
this paper, there are three main issues. First, the political parties's authority to
proposed the dismissal and replacement of their members in the parliament
(DPR). The second is to describe about the mechanism of the recall process based
on the regulation in Indonesia And the third is to analyze about the authority of
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) as a party that registered in DPR, to propose
the recalling process to their members in DPR and aso analyze about the
compatibility of the dispute settlement process according to the regulations. The
method used in this study is a yuridis normatif by using the secondary data. The
results showed that the political parties in Indonesia have the authority to propose
the recall process for their members that registered in DPR. There are severd
people that disagree about this recall authority which is own by the political
parties. This recall by political parties's proposed has been tested by the
constitutional court (Mahkamah Konstitusi) and the results showed that this
authority to recall their members in the parliament is not contradict with the
implementation of the representative democracy. In addition, in the case studies
that is included in this matters, it turns out that there is still an incompatibality
between the implementation of the recall process according to the mechanism
that regulated by the law.

Key words:

Intertemporal dismissal; Recall; Intertemporal replacement; Political parties.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATARBELAKANG

Di negara yang menganut sistem demokrasi, dinyatakan bahwa rakyatlah
sebagal pemegang kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam suatu negara
tersebut.” Demokrasi sendiri berasal dari kata ‘demos yang berarti rakyat dan
‘cratein’ atau ‘kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Menurut
pendapat Robert Dahl, ada elemen-elemen yang harus dimiliki dalam suatu negara
yang menganut sistem demokrasi, yaitu:*

1. Kebebasan untuk membuat dan bergabung dalam organisasi;

2. Kebebasan untuk berekspres;

3. Hak untuk memilih;

4. Sifat memenuhi syarat untuk jabatan pemerintahan;

5. Hak terhadap pemimpin-pemimpin politik untuk bersaing untuk
pendukung dan suarg;

6. Sumber-sumber alternative terhadap informasi;

7. Pemilihan umum yang bebas dan jujur;

8. Indtitusi-instituss  untuk  pembuatan  kebijakan-kebijakan

pemerintah yang tergantung pada suara pemilih dan pernyataan-
pernyataan pilihan yang lain.

Adadua (2) model demokrasi yang dikenal saat ini, yaitu demokrasi presidensial
atau parlementer dan demokrasi perwakilan atau demokrasi langsung.® Dalam
demokrasi presidensial, presiden memiliki kedudukan yang kuat dalam membuat
keputusan selain itu juga memiliki kekuasaan politik yang kuat. Sedangkan dalam
demokrasi parlementer, parlemen sebaga satu-satunya lembaga perwakilan
tertinggi untuk pengambilan kesimpulan. Berbeda dengan demokrasi perwakilan
dimana pengambilan keputusan diserahkan kepada wakil-wakil yang telah dipilih

*Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, cet. ke-1,
(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2005), him.1.

Z1bid., him. 18

% Thomas Meyer, Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan, cet. ke-1, (Jakarta:
d’ print communication, 2002), him. 12.

1
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untuk duduk di parlemen, demokrasi langsung akan mengalihkan sebanyak
mungkin keputusan kepada rakyat yang berdaulat misalnya melalui plebisit,
referendum,* jejak pendapat dan lainnya® Demokrasi langsung pernah
dilangsungkan pada masa Yunani Kuno dimana pada saat itu pelaksanaan
kedaulatan rakyat seperti ini masih cocok untuk wilayah yang kecil dan
penduduknya rel ative sedikit.

Bentuk demokrasi yang sering kita jumpal sekarang merupakan bentuk
demokrasi perwakilan dimana rakyat memilih para wakilnya untuk membuat
sebuah kebijakan dengan berdasar atas kepentingan rakyat yang diwakilinya.
Salah satunya adalah melalui pemillihan wakil-wakil rakyat untuk duduk di
lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan sendiri umumnya muncul sebagai
pengganti pelaksanaan demokrasi langsung. Penyebutan dan jenisnya tidak sama
disetiap negara, seringkali disebut dengan “parlemen” atau “Dewan Perwakilan
Rakyat.”® A.F. Pollard dalam bukunya yang berjudul The Evolution of Parliament
menyatakan “representation was not the off spring of democratic theory, but an
incident of the feudal system.” Pollard beranggapan bahwa parlemen |ahir bukan
karena ide demokrasi itu sendiri tetapi sebagal suatu kelicikan dari sistem feodal.
Parlemen Inggris adalah contoh parlemen yang tertua di dunia dimana pada abad
pertengahan, sistem yang berkembang adalah sistem monarki feodal, dimana
feodal-feodal yang bergelar Lord menguasa tanah-tanah yang ada. Para Lord ini
kemudian tergabung dalam suatu badan bersama-sama dengan pendeta-pendeta
yang menjadi tempat bagi rgja untuk meminta nasehat terutama yang berkaitan
dengan pemungutan pajak.’” Badan ini kemudian berkembang menjadi badan yang
permanen yang disebut dengan House of Lords. Dengan semakin besarnya
kekuasaan yang dimiliki oleh badan ini, akhirnya menimbulkan sengketa antara

rga dengan kaum ningrat. Kaum ningrat tersebut mendapatkan dukungan dari

* Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 3, plebisit adalah pemungutan suara umum di
suatu daerah untuk menentukan status daerah itu. sedangkan referendum merupakan penyerahan
suatu masal ah kepada orang banyak supaya mereka yang menentukannya (jadi, tidak diputuskan
oleh rapat atau parlemen); penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pengutan suara
umum (sgmua anggota suatu perkumpulan atau segenap rakyat).

Ibid.

®Bintan R. Saragih, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia, cet. ke-1,
(Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 1988), him. 79. Lihat juga buku karangan Makmur Amir
dan Reni7Dwi Purnomosari yang berjudul “Lembaga Perwakilan Rakyat” him. 14-16.

Ibid.
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rakyat dan kaum tengah (borjuis). Hal ini berdampak pada mulai dibatasinya hak-
hak rgja oleh House of Lords. Kemenangan yang diperoleh House of Lords tidak
terlepas dari dukungan kaum menengah dan rakyat. Hal ini secara langsung juga
meningkatkan kedudukan kaum menengah dan rakyat tersebut dimana mereka
meminta agar wakil mereka dimintal pendapat/nasehat dalam hal masalah pgak
atau anggaran belanja. Kedudukan kaum menengah dan rakyat ini kemudian
berkembang menjadi suatu lembaga yang disebut magnum consilium dan karena
isinya adalah orang-orang kebanyakan (pada umumnya) maka lembaga ini disebut
juga House of commons. Kedua lembaga yang ada yaitu House of Lords dan
House of Commons inilah yang disebut Parliamentum atau parlemen yang
kemudian dianggap sebagai perwakilan pertama dari pengertian modern.®
Anggota-anggota House of Lords terdiri dari bangsawan-bangsawan dan bersifat
permanen sedangkan anggota dari House of Commons harus dipilih oleh rakyat di
daerah masing-masing.

Adapun lembaga perwakilan rakyat di Indonesia, telah mengalami
perkembangan yang cukup signifikan terutama pasca amandemen UUD 1945.
Sebelumnya dalam naskah UUD 1945 adli yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, telah ditetapkan
bahwa ada sebuah lembaga perwakilan yang bertindak sebagai pelaku kedaulatan
rakyat.® Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 vyaitu:
kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kemudian
dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa MPR ini terdiri dari:*

a Anggota DPR

b. Utusan daerah dan

c. Utusan golongan.

Setelah dilakukan perubahan ke 1V atas UUD 1945, susunan keanggotaan MPR
mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan
bahwa Mgjelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari:

1.  Anggota DPR; dan

8 .
Ibid.
® Makmur Amir dan Reni Dwi Purnomosari, Lembaga Perwakilan Rakyat, cet. ke-1,
(Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 70.
1% Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Psl. 2 ayat (1).
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2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dengan adanya perubahan ini, utusan daerah dan utusan golongan sudah tidak ada
lagi. Selain itu fraksi ABRI atau TNI/POLRI juga ditiadakan dalam MPR.™

Ha ini sesuai dengan mekanisme yang biasa digunakan dalam demokrasi
perwakilan yaitu dengan mengadakan suatu pemilihan umum.

Pemilihan umum merupakan salah satu hal terpenting dimana rakyat dapat
menyalurkan partisipasinya dalam pemerintahan. Pemilihan umum juga
merupakan bagian yang tak terpisah dari sebuah negara hukum. Dalam Congress
of jurist di Bangkok pada tahun 1965, disebutkan bahwa unsur-unsur dari rule of
Law adalah:*?

Adanya proteksi konstitusional;

Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;

Adanya pemilihan umum yang bebas;

Adanya kebebasan yang menyatakan pendapat dan berserikat;
Adanyatugas oposisi; dan

Adanya pendidikan civic.

o~ E

Pemilihan Umum sebagal sarana pelaksana kedaulatan rakyat dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur
dan adil.”®

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali .
Pemilihan umum secara langsung ini ditujukan untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Disamping itu, pemilihan umum secara
langsung di Indonesia saat ini tidak hanya memilih anggota legidlatif tetapi juga
digunakan dalam pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung telah dimulai sgak
Pemilihan Umum tahun 2004 dimana Soesilo Bambang Y udhoyono dan Jusuf

! Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, op. cit., him. 102.

2 Ibid., him. 61.

3 Indonesia, Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU
Nomor 10 Tahun 2008, LN No. 51 Tahun 2008, TLN No. 4836, Pdl. 2.
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Kalla terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2004-2009.
Selain itu juga termasuk dalam lingkup pemilihan umum ini adalah pemilihan
kepala daerah yaitu pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Pemilihan umum merupakan gang bagi rakyat untuk menyalurkan
partisipasinya dan menyampaikan aspirasi. Biasanya partisipasi rakyat ini
ditampung oleh keberadaan partai politik. Seperti halnya dalam pemilihan anggota
DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota, peserta pemilu yang disyaratkan
adalah partai politik, hal ini disebutkan dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2008,
yaitu “peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota adalah partai politik.”** Sedangkan peserta pemilu untuk anggota
DPD adalah perseorangan dengan menggunakan sistem distrik berwakil banyak
dimana jumlah kursi anggota DPD di setiap provins ditetapkan sebanyak empat
(4).

Terkait dengan persyaratan peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD kab/kota, dimana peserta haruslah partai politik, hal ini
dikarenakan partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspiras
masyarakat, sekaligus sebagal sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin baik
untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pimpinan berbagai
komponen penyelenggara negara.™® Partai politik sendiri baru dapat menjadi
peserta pemilu jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi,, dan DPRD
kab/kota ini, bakal calon anggota harus memenuhi persyaratan yang telah
ditentukan. Salah satunya adalah menjadi anggota partai politik peserta pemilu.
Meskipun seorang bakal calon anggota DPR ataupun DPRD nantinya terpilih
sebagai anggota DPR atau DPRD dengan mengumpulkan suara terbanyak, maka
tidak terlepas dari hak dan kewajibannya pula sebagai anggota dari partai politik
yang diwakilinya. Sebagal partai yang mengusung calonnya sebagai anggota
DPR, DPRD, maka partai politik dapat pula menarik kembali calon terpilih
tersebut dari parlemen. Hal ini disebutkan dalam UU No. 27 tahun 2009 Tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPR diberhentikan antarwaktu
sdah satunya adalah apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan

“1bid., Psl. 7.
!> penjelasan atas UU nomor 10 Tahun 2008, TLN RI No. 4836.
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peraturan perundang-undangan. Selain itu juga termasuk diberhentikannya
seseorang sebagal anggota partai politik mengakibatkan pemberhentian dari
keanggotaannya di lembaga perwakilan rakyat, seperti yang disebutkan dalam UU
Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik:®

Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota
lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai
politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga
perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun pemberhentian anggota DPR yang berasal dari usulan partal
politiknya, maka pemberhentian tersebut diusulkan oleh pimpinan partai politik
kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden. Usulan pemberhentian
inilah yang kemudian akan diteruskan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk
mendapatkan peresmian pemberhentian dan diadakan penggantian antarwaktu
oleh suara terbanyak kedua atau oleh orang lain sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pemberhentian dan Penggantian
antarwaktu tersebut, sesuai dengan yang diatur dalam UU No 2 tahun 2011
Tentang Partai Politik, terdapat mekanisme yang harus dijalankan terlebih dahulu
oleh internal partai yaitu dengan menggunakan keberadaan Mahkamah Partai
Politik atau sebutan lainnya yang disepakati dalam partai politik tersebut. Selain
itu, ada mekanisme lain yang bisa ditempuh oleh para pihak yang tidak setuju
dengan penggantian antarwaktu yang dilakukan oleh partai setelah menempuh
tahapan yang ada yaitu melaui penyelesaian perselisihan yang dilakukan di
pengadilan negeri dan mengajukan kasas ke Mahkamah Agung.

Permasalahan terkait usulan pemberhentian dan penggantian antarwaktu
yang sering disebut recall ini memang masih sering menjadi perdebatan sejak
diadakannya kembali hak yang dimiliki partai ini dalam UU No. 23 Tahun 2002
tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak recall
seringkali masih dianggap warisan buruk dari masa orde baru dimana hak recall

1% Indonesia, Undang- Undang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011, LN Tahun 2001 No. 8, TLN No. 5189, Pd.16
ayat (3).
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digunakan untuk membungkam para wakil rakyat agar tidak bertindak berlawanan
dengan kebijakan pemerintah.’” Hal ini juga terlihat ketika akhirnya dilakukan
pengujian terhadap keberadaan hak recall ini yang dianggap tidak sesuai dengan
kedaulatan rakyat.

Daam kasus penggantian antarwaktu yang baru-baru ini terjadi kepada
salah seorang anggota parlemen dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), masalah
konstitusional hak recall ini juga kembali diujikan ke Mahkamah konstitus ,
selain itu terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait proses
pemberhentian antarwaktu yang berlangsung itu sendiri. Penggantian antarwaktu
ini tidak hanya berlarut-larut tetapi juga terdapat beberapa hal yang tidak sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Dalam perkembangannya,
masalah pemberhentian dan penggantian waktu dalam kasus Lily Wahid ini telah
digukan ke Pengadilan Negeri dimana majelis hakim menolak gugatan yang
digjukan karena dianggap premature yaitu memutuskan bahwa sengketa
perselisihan tersebut masih menjadi wewenang internal partai (PKB) dan akhirnya
mendapat penolakan yang sama oleh Mahkamah Agung dalam putusan atas kasasi
yang digjukan oleh Lily Wahid tersebut.'®

Hal ini tentunya tidak terlepas dari keberadaan politik dan hukum yang
saling berkaitan satu sama lain. Sgak dahulu politik dan hukum diibaratkan
sebagal kerangka tulang belulang dan daging, dimana dalam kehidupan sehari-
hari yang satu tidak terlepas dari yang lainnya. Begitupula dengan keberadaan
lembaga perwakilan rakyat yang ada saat ini, Sebagai lembaga perwakilan yang
diis oleh orang-orang yang berasal dari partai politik yang berbeda-beda,
membuat lembaga perwakilan tak lepas dari nuansa politis yang kental. Sebagai
lembaga yang mempunyai fungs dalam pembentukan undang-undang sebagai
aturan hukum, seringkali karena unsur politis membuat pelaksanaan suatu
undang-undang menjadi tidak efisien atau berjalan dengan sebagai mana mestinya.
Seperti halnya dalam kasus pemberhentian dan penggantian antarwaktu, walaupun

undang-undang telah menetapkan sesorang dapat diberhentikan melalui usulan

7 Bataviase, “Recall Bukan Untuk Membungkam,” http://bataviase.co.id/node/644098
diakses pada 08 Desember 2011 pukul 16.22.

'8 Aditya Pradana Putra, “PAW Lily Wahid Uji Coba UU Partai Politik” Republika, (08
November 2011): 4. (diakses dari http://lucgza-paw-lily-wahid-uji-coba-uu-partai-politik.htm pada
06 Desember pukul 11.37).
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partai politiknya, akan tetapi dinamika yang ada di lembaga perwakilan tidaklah
sama dengan dinamika yang ada di partai politik tersebut. Untuk itu dalam setiap
pengambilan keputusan terkait pemberhentian dan penggantian antarwaktu tidak
terlepas dari dinamika dari kedua pihak tersebut.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis akan membahas mengenai
bagaimana sebenarnya kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam
mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk
di DPR, serta mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu
anggota DPR yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya yang
diusulkan oleh partai pemilu. Disamping itu, terdapat studi kasus untuk
mengetahui kesesuaian pengaturan pemberhentian dan penggantian antarwaktu

yang ada dengan pel aksanaannya.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas,

perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:
1. Bagaimanakah kewenangan partai politik dalam melakukan pemberhentian
dan penggantian antarwaktu anggota DPR RI?

2. Bagaimanakah mekanisme pemberhentian antarwakiu dan penggantian
antarwaktu anggota DPR yang diusulkan oleh parta politik?

3. Bagaimanakah analisis kesesuaian pelaksanaan pemberhentian antarwaktu
dan penggantian antarwaktu anggota DPR berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (studi kasus. Proses Penggantian
Antarwaktu Lily Wahid oleh Partai Kebangkitan Bangsa)?

1.3 Tujuan Pendlitian
Y ang menjadi tujuan penulisan adal ah:
1. Untuk mengetahui kewenangan partai politik daam meakukan
pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk di DPR
RI

8 Universitas Indonesia

Analisis pemberhentian ..., Yustina Sari, FH Ul, 2011



2. Untuk memahami pengaturan mengenai pemberhentian antarwaktu dan

penggantian antarwaktu anggota DPR yang diusulkan oleh partai pemilu.

3. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemberhentian antarwaktu dan
penggantian antarwaktu anggota DPR berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

1.4 Kerangka Konsepsional

A. Pemberhentian Antarwaktu

Seseorang yang terpilih menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat bisa
sgja berhenti di tengah- tengah masa jabatannya bila yang bersangkutan
meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan untuk
menjadi anggota, atau dipecat dari keanggotaannya karena sesuatu hal, ini lah
yang dinamakan pemberhentian antarwaktu.’® Pemberhentian antarwaktu ini
sendiri berbeda dengan pemberhentian sementara.

Daam pemberhentian sementara, anggota yang diberhentikan sementara
tersebut tidak serta merta diberhentikan sebagai anggota DPR dan kehilangan
segala haknya. Anggota yang diberhentikan sementara masih mendapatkan hak
keuangan tertentu.”® Pemberhentian sementara dilakukan bila anggota tersebut:

a Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umuum yang diancam
dengan pidana penjara 5 (Ilima) tahun atau lebih; atau

b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Apabila yang bersangkutan tidak terbukti bersalah yang dibuktikan dengan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka anggota yang

diberhentikan sementara tersebut akan diaktifkan kembali.*

B. Penggantian Antarwaktu
Y ang dimaksud dengan penggantian antarwaktu adal ah:*

9 A.S.S Tambunan, Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan& Kedudukan MPR,
DPR, dan DPRD, Cet. ke-1, (Jakarta: Binacipta, 1986), him. 118.

% Indonesia, UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 27 Tahun 2009, LN
No. 123 Tahun 2009, TLN No. 5043, Pdl. 215.

2 1bid., Pdl. 219 ayat (4).

2 KPU, Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti
Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009, Peraturan KPU No. 2 Tahun
2010, Pd.1 angka 11.
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Proses penggantian Anggota DPR yang berhenti antarwaktu untuk
digantikan oleh calon pengganti antarwaktu yang diambil dari
Daftar Calon Tetap Anggota DPR dari parta politik dan pada
daerah pemilihan yang sama.

Pengertian penggantian antarwaktu sering disebut dengan recall.
Pengertian recall sendiri di Indonesia berbeda dengan pengertian recall yang ada
di Amerika Serikat dimana di Amerika istilah ini lebih merupakan hak yang
dimiliki oleh pemillih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum
masa jabatannya berakhir.”* Adapun prosedur recall di Amerikaini sendiri adalah
berwal dari inisiatif rakyat pemilih yang mengajukan petis kepada para anggota
badan perwakilan. Apabila Badan Perwakilan Rakyat menyetujui petisi yang
digukan oleh pemilih (konstituen), maka diadakan pemungutan suara yang akan
menentukan apakah wakil rakyat terkait akan lengser atau tetap dijabatannya®
Istilah yang digunakan di Amerika adalah recall election sedangkan di Indonesia
dikenal dengan nama penggantian antarwaktu yaitu untuk anggota DPR dan
DPRD.

Daam prakteknya, walaupun recall election di Amerikatelah berkembang
sgjak tahun 1903, dari 117 kali percobaan untuk melengserkan para anggota
legidlatif di California, hanya tujuh kali yang sampai pada pemungutan suara
pemilih, dan tidak ada satupun yang berhasil melengserkan anggota badan
perwakilan rakyat tersebut. Hal ini dikarenakan masa jabatan wakil rakyat yang
relatif singkat yaitu hanya dua tahun. Oleh karena itu apabila dalam dua tahun
tersebut wakil rakyat yang bersangkutan tidak memberikan kinerja yang baik
maka cukuplah masa jabatannya dan dia tidak akan dipilih kembali pada masa
pemilihan berikutnya.®® Selain itu ada pula ketentuan bahwa recall hanya berlaku

untuk pejabat publik pada tingkat negara bagian atau munisipal (Kota Pragja), baik

% R.M. Ananda B. Kusuma, “Tentang Recall,” Jurnal Konstitusi Vol.3 No.4 (Desember
2006), him.156.

2 bid.

2 |bid.
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pejabat eksekutif maupun legislatif. Pada tahun 2006 juga telah ada penegasan
bahwa recall tidak berlaku untuk sistem federal *°

Mekanisme penggantian atau pengisian keanggotaan yang kosong pun
berbeda-beda di tiap negara. Di negara- negara yang menganut sistem distrik
biasanya dilakukan pemilihan sisipan atau “by election” khusus di daerah
pemilihan yang bersangkutan. Sedangkan di negara- negara yang menganut sistem
perwakilan berimbang, yang menjadi calon pengganti adalah orang yang namanya
berada di bawah nomor urut anggota yang diberhentikan dalam daftar calon yang
ada_27

C. Parta Politik

Beberapa definisi mengenai partai politik diantaranya adalah:
Carl J Friedrich:*®

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara
stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan
terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan
penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan
yang bersifat idiil maupun materiil.

R. H. Soltau:?®

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak
terorganisir, yang bertindak sebagal suatu kesatuan politik dan
yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih,
bertujuan  menguasai  pemerintahan dan  melaksanakan
kebijaksanaan umum mereka.

% |bid., him. 157.

" A.S.S. Tambunan, op cit., him. 118-119.

% Miriam Budiardjo, Dasar- Dasar |Imu Politik, cet. ke- 27, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2005), him.161. (Sebagaimana dikutip oleh penulis dari buku yang berjudul
“Constitutional Government and Democracy” him. 419).

# Roger H. Soltau, An Introduction to Politics, cet. ke- 5, (Great Britain: Lowe and
Brydone (Printers), 1960), him. 198. (sebagaimana dikutp dari naskah adli yaitu group along a
certain number of definite lines, which correspond roughly to the programme of organized
propaganda bodies which we call parties).
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Sedangkan Sigmund Neumann mengemukakan bahwa partal politik
adalah:®

Organisasi dari aktivis- akktivis politik yang berusaha untuk
menguasal kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat
atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-
golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Adapun pengertian partai politik menurut UU Nomor 2 tahun 2011 tentang
Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah:*

Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok
warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kehendak dan cite- cita untuk memperjuangkan dan membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 angka 1).

1.5 Metode Penelitian
Bentuk penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan®, dalam hal ini
penulis akan melakukan studi pustaka dengan menggunakan data-data sekunder.
Tipologi penelitiannya adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif-analitis

% Miriam Budiardjo, op. cit., him.162. (Sebagai mana dikutip oleh penulis dari buku yang
berjudul “Modern Political Parties’” dalam Comparative Politics: A Reader, him. 352).

%! Indonesia, UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
op.cit.,Pdl. 1 angka 1.

¥30erjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Sngkat, cet. Ke-9, (Jakarta:Rajawali Press, 2006), him. 23.
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bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala®
Jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder dengan penelitian
kepustakaan. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan
seterusnya.®

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

a Bahan hukum primer, terdiri dari norma (dasar) yaitu pembukaan UUD
1945, peraturan perundang-undangan yaitu UU MPR, DPR, DPD dan
DPRD Nomor 27 Tahun 2009, UU Partal Politik Nomor 2 Tahun 2008 dan
UU perubahannya yaitu UU Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Tata Tertib
DPR Periode 2009-2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-
IV/2006 dan Putusan Mahkamah Konstitus Nomor 38/PUU-V111/2010
Putusan Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi
Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewan Perwakilan. Selain itu termasuk juga dalam bahan hukum
primer yaitu bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat,
yurisprudensi, traktat, dan peraturan lain yang mengikat.*

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian yang dalam hal ini penulis menggunakan bahan-bahan skripsi
yang terkait dengan pembahasan, dan hasil karya dari kalangan hukum
yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang dapat memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku dan

jurnal .

#gri Mamudii, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 4.

¥Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, Jakarta: Ul-Press, 2006, him.
12.

*Ibid., him. 52.

* 1pid.
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C. Bahan hukum tersier, terdiri dari ensiklopedia dan kamus yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder.*’

Metode analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang
bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.*®

Bentuk hasil penelitian bila dikaitkan dengan tipologi penelitian adalah
deskriptif-analitis. Bentuk hasil penelitian deskriptif-analitis adalah bentuk hasil
penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gegjala

atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala.®

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis akan membagal bahasan dalam lima bab dimana setiap babnya
memiliki sub bab dan sub-sub bab. Sistematika yang akan dipergunakan dalam
penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan
Bagian ini dibagi menjadi enam sub-bab yang akan menguraikan tentang latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konsepsional, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Il Partai Politik dan Kewenangannya dalam Mengusulkan Pemberhentian dan
Penggantian Antarwaktu

Menguraikan tentang teori kedaulatan dan teori perwakilan antara wakil dan yang
diwakili. Selain itu juga menguraikan tentang syarat- syarat pembentukan partai
politik beserta persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta pemilu.
Mengenai kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian dan

penggantian antarwaktu juga turut dibahas dalam bab ini yaitu kewenangannya

pid.
#bid., him. 67.
*Ibid., him. 15.
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yang diatur dalam undang- undang maupun berdasarkan putusan Mahkamah

Konstitusi.

Bab I11 Mekanisme Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat

Pembahasan yang menguraikan tentang mekanisme pemberhentian dari
keanggotaan DPR baik melalui badan Kehormatan DPR maupun atas usulan
Partai Politik. Akan diuraikan pula tentang mekanisme penggantian antarwaktu
yaitu calon yang berhak untuk menggantikan posisi sebagai anggota DPR dengan
permintaan nama calon pengganti kepada Komisi Pemilihan Umum.

Bab IV Analisis Proses Pemberhentian Anggota DPR “Lily Wahid” oleh Partai
Kebangkitan Bangsa

Membahas tentang analisis terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Partai Politik
dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya
dalam hal ini skap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap Lily Wahid.
Disamping itu membahas tentang kesesuaian yang ada antara pengaturan
pemberhentian antarwaktu dalam Undang-Undang terhadap pemberhentian dan
penggantian yang diusulkan olen PKB baik tahapan yang ada maupun jangka
waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Disamping itu juga membahas
mengenai putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dan Mahkmah Agung atas
gugatan pihak “Lily Wahid” mengena pemberhentian antarwaktu yang dilakukan
oleh partainya, PKB.

Bab V Penutup

Daam bab ini adalah penutup yang di dalamnya diuraikan kesimpulan dari apa-
apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan
saran-saran mengenai  pengaturan dan pelaksanaan pemberhentian antarwaktu

anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.
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BAB 2
KEDAULATAN RAKYAT, PARTAI POLITIK DAN

KEWENANGANNYA DALAM MENGUSULKAN PEMEBRHENTIAN

DAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPR

2.1 Teori Tentang Kedaulatan

Jean Bodin mengartikan kedaulatan sebagai wewenang tertinggi yang

tidak dapat dibatasi oleh hukum. Wewenang ini ada pada penguasa (pemerintahan

negara) yang mengatasi seluruh warganya dan orang- orang lain yang juga berada

di dalam lingkup wilayahnya.*® Dari perkembangan logis historis, teori kedaulatan

sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam lima teori dengan pendekatan absolut,

yaitu:
A.

Teori Kedaulatan Tuhan

Di dalam teori ini, kekuasaan tertinggi ada pada Tuhan dimanatidak boleh
ada yang menganggap kekuasaannya lebih tinggi dari Tuhan. Dalam
sgjarah prakteknya, banyak penguasa zaman kuno yang menganggap
dirinya sebagai Tuhan, adapula yang mengaku sebagai titisan ataupun
representasi dari Tuhan.** Hal ini tidak lain untuk memberikan legitimasi
terhadap pemerintahannya sehingga rakyat akan tunduk dan patuh pada
perintah- perintah dari penguasa btersebut. Teori ini lebih banyak
menghasilkan kekuasaan yang absolut dan tiran sehingga mulai
ditinggalkan. Akan tetapi, sebenarnya teori kedaulatan Tuhan ini tidak
sepenuhnya hilang dimana pengakuan akan ke-esaan dan kekuasaan Tuhan
senantiasa menyertai penyelenggaraan negara. Seperti yang terjadi di
Indonesia, dalam Pasal 29 UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara berdasar
atas Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mana menunjukkan bahwa sendi-
sendi negara didasarkan atas ke-Tuhanan dalam arti nilai-nilai yang sesuai
dengan kebaikan, kebenaran dan keadilan.*?

“° Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, Buku Ajar |lmu Negara, (Depok: Badan

Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), him. 85.

“1bid., him. 86.
“21bid., him. 87.
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B. Teori Kedaulatan Rgja

Teori kedaulatan rga mendasarkan kekuasaan ada pada rga dan
keturunannnya. Ada sebuah kepercayaan atas kharismatik, kewibawaan
dan kesucian keturunan yang melekat pada ragja dan turunannya yang
menjadi bagian dari kepercayaan rakyat baik secara sukarela maupun
terpaksa untuk mengakui bahwa keluarga raja inilah yang terbaik untuk
memimpin rakyat (negara).”® Akan tetapi kekuasaan mutlak pada rgja ini
mengakibatkan munculnya tirani dan penyelewengan kekuasaan yang
dilakukan. Raja dan keluarganya serta para bangsawan pada akhirnya
banyak yang bersenang- senang di atas kesengsaraan rakyatnya. Ungkapan
yang terkenal pada saat itu adalah “L’etat c’est Moi” atau “Negara adalah
Saya’. Hal inilah yang menyebabkan teori kedaulatan raja mulai
ditinggal kan.

C. Teori Kedaulatan Rakyat
Munculnya teori kedaulatan rakyat merupakan reaks atas teori kedaulatan
raja yang lebih banyak menghasilkan tirani dan kesengsaraan bagi rakyat.
Teori kedaulatan rakyat dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau mela ui
bukunya “Du Contract Social”. Dalam teorinya mengena perjanjian

masyarakat (kontrak sosial), iamenyatakan:**

Bahwa dalam suatu negara, natural liberty telah berubah menjadi
civil liberty dimana rakyat memiliki hak- haknya. Kekuasaan
rakyat sebagal yang tertinggi dalam hal ini melalui perwakilan
yang berdasarkan suara terbanyak. Suara terbanayak harus
merupakan kepentingan dari golongan yang terbanyak, jadi apabila
hanya kepentingan satu golongan yang diutamakan, walaupun
mendapat suara terbanyak, maka bukan menjadi apa yang disebut
dengan kepentingan umum.

“ Ibid.
“ | bid. (Sebagaimana dikutip pertamakali dari buku karangan Padmo Wahjono, S.H.
“Kuliah- Kuliah Ilmu Negara”).
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Yang memberikan sifat umum pada kehendak bukanlah pada jumlah
suaranya melainkan yang lebih penting adalah kepentingan bersama yang

mempersatukannya.*®

D. Teori Kedaulatan Negara

Teori ini hakekatnya sama dengan teori kedaulatan raja akan tetapi dibuat
sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh rakyat karena berpangkal
dari kedaulatan rakyat.® Ajaran ini timbul di Jerman untuk
mempertahankan kedudukan raja yang pada waktu itu mendapat dukungan
dari tiga lapisan rakyat yang mempunyai pengaruh yang sangat besar yaitu
(1) golongan bangsawan (2) golongan angkatan perang dan (3) golongan
birokrasi.*’ Ajaran ini disebut dengan Verkulprings theorie yang artinya
negara menjelma dalam tubuh raja. Negara berdaulat karena rakyat,
selanjutnya kedaulatan itu dimiliki oleh negara yang dimanifestasikan
pada diri raja*®

E. Teori Kedaulatan Hukum
Teori ini muncul sebagal penyangkalan terhadap teori kedaulatan negara.
Teori ini dikemukakan oleh Krabbe yang menunjukkan bahwa kekuasaan
tertinggi terletak pada hukum yang bersumber pada kesadaran hukum dari
setiap orang dan tidak terletak pada rgja, tidak juga pada negara®® Jadi
hukumlah yang berdaulat dimana hak- hak asas yang bersumberkan
kepada kesadaran hukum rakyat menunjukkan lebih tingginya kedudukan

hukum daripada negara.>

“ Jean Jacques Rousseau, Perihal Kontrak Sosial atau Prinsip Hukum Politik [Du
Contract Social], diterjemahkan oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen, (Jakarta:
Penerbit Dian Rakyat, 2010), him. 38.

:'iTim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, op. cit., him. 88.

Ibid.

* I bid.

“pid.

% |bid. (Lihat juga buku yang berjudul “Ilmu Negara® yang ditulis oleh Soehino, S.H.
him. 156).
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2.2 Teori Hubungan Wakil Rakyat dan Yang Diwakili

Dengan terpilihnya seseorang di lembaga perwakilan bak karena

pengangkatan maupun pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan

antara s Wakil dengan yang diwakilinya. Ada beberapa teori terkait hubungan

antarawakil dan yang diwakili tersebut yaitu:
Teori Mandat.

1)

2)

Wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mandat dari rakyat

(mandataris). Ajaran ini dibawa oleh Rousseau, dan mengalami beberapa

perkembangan yaitu:

a

Mandat imperative: garan ini menempatkan wakil untuk bertindak
sesual dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Apabila
ada hal-hal baru yang tidak terdapat dalam instruksi yang diberikan,
maka wakil tersebut harus pula mendapat instruksi baru dari yang
diwakilinya untuk dapat melaksanakan hal-hal baru tersebut.>

Mandat bebas: merupakan perkembangan dari mandate imperative
dimana s wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang
diwakilinya. Hal ini dikarenakan wakil dianggap sebagai orang- orang
yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum
masyarakat yang diwakilinya dehingga dapat bertindak atas nama
rakyat yang diwakilinya

Mandat representative: disini wakil dianggap bergabung dalam suatu
lembaga perwakilan dimana rakyat memilih dan memberikan mandat
pada lembaga perwakilannya. Sehingga dalam ha ini lembaga
perwakilanlah yang bertanggung jawab kepada rakyat dan wakil
sebagal individu tidak memiliki hubungan pertanggungjawaban

dengan pemilihnya.>

Teori Organ.

Menurut teori yang dibawa oleh Von Gierke ini, negara merupakan suatu

organisas yang mempunyal aat-alat kelengkapannya seperti eksekutif,

*! Bintan R. Saragih, op. cit., him. 82. (Mengenai teori mandat dapat dilihat juga dalam
buku Lembaga Perwakilan Rakyat him. 12 yang ditulis oleh Makmur Amir, SH., MH. Dan Reni
Dwi Purnomowati, S.H., MH).
52 | i

Ibid.
> bid
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3)

4)

parlemen dan rakyat, yang masing-masing mempunyai fungsinya sendiri.
Hubungan antara wakil dan yang diwakili tidak terlau diperhatikan,
Apabila rakyat telah memilih wakilnya di lembaga perwakilan rakyat,
maka tidak perlu lagi mencampuri urusan lembaga perwakilan tersebut
sehingga lembaga perwakilan dapat bebas menjalankan fungsinya sesual
dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.>*

Teori Sosiologi Rieker.

Dalam teori ini, lembaga perwakilan merupakan sebuah bangunan
masyarakat (sosial) dan bukan merupakan bangunan politis. Yang dipilih
sebagal wakil dalam lembaga perwakilan ini adalah orang-orang yang
dianggap benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan
membela kepentingan pemilihnya.*

Teori Hukum Obyektif dari Duguit.

Menurut teori ini, hubungan antara rakyat dan lembaga perwakilan rakyat
adalah solidaritas. Wakil rakyat hanya dapat menjalankan tugas
kenegaraannya atas nama rakyat. Sedangkan rakyat tidak dapat
melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya
yang ada di lembaga perwakilan tersebut. Solidaritas yakni keinginan
untuk berkelompok ini merupakan dasar dari hukum obyektif yang
membentuk lembaga perwakilan rakyat, akibatnya adalah:*®

a Rakyat (kelompok) sebagai yang diwakili harus turut serta
dalam pembentukan badan perwakilan;

b. Kedudukan hukum pemilih dan yang dipilih adalah berdasarkan
hukum obyektif, diamana masing-masing menjalankan
kewajibannya atas dasar solidaritas sosial;

c. Dadam melaksanakan tugasnya, wakil yang dipilih harus
menyesuaikan tindakannya dengan kehendak pemilihnya tetapi
bukan karena hubungan mandat melainkan atas dasar solidaritas
sosial yang mengikatnya.

* |bid., him. 83.
% | bid., him. 84.
% |bid., him. 84-85.
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5) Menurut Gilbert Abcarian
Ada empat (4) tipe mengenai hubungan si wakil dengan yang diwakilinya,

yaitu:®’

a. Wakil bertindak sebagai wali (trustee). Disini wakil bebas
bertindak atas pertimbangannya sendiri tanpa perlu melakukan
konsultasi dengan pemilihnya.

b. Wakil bertindak sebagai utusan (delegate). Dalam hal ini wakil
selalu mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang diwakilinya
dalam menjalankan tugasnya.

c. Wakil bertindak sebagai politico. Adakalanya wakil bertindak
sebagal wali dan adakalanya bertindak sebaga utusan.
Tindakannya bergantung pada i su/materi yang dibahas.

d. Wakil bertindak sebagai partisan. Disini wakil bertindak sesuai
dengan keinginan atau program dari Partal (organisasi) nya.
Setelah wakil dipilih oleh pemilihnya (yang diwakili) maka
hubungan denngan pemilihan tersebut lepas dan dimulailah
hubungan antara wakil dengan partai (organisasi)) yang
mencal onkannya dalam pemilihan tersebut.

6) Menurut Prof. Dr. A. Hoogerwer.

Adalima(5) model hubungan antarawakil dan yang diwakilinya, yaitu:>®

a.  Model delegate (utusan): wakil harus menjalankan perintah dari yang
diwakilinya.

b. Model trustee (wali): wakil bertindak sebagal yang diberi kuasa
penuh sehingga dapat bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri.

c. Model politicos: wakil kadang bertindak sebagai delegasi dan kadang-
kadang bertindak sebagi kuasa penuh.

d. Model kesatuan: disini anggota lembaga perwakilan (parlemen) dilihat
sebagal wakil seluruh rakyat.

e. Mode diversifikas (penggolongan). Dalam model ini, anggota
parlemen dillihat sebagai wakil dari kelompok teritorial, sosia atau
politik tertentu.

*"Ibid., him. 85.
%8 |bid., him. 86.

21 Universitas Indonesia

Analisis pemberhentian ..., Yustina Sari, FH Ul, 2011



Adapun model hubungan wakil dan yang diwakili dalam lembaga
perwakilan rakyat di Indonesia dapat dilihat dalam UU No. 27 Tahun 2009 Pasal
79 huruf k, dimana anggota DPR memiliki kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawabannya secara moral dan politis kepada konstituen di daerah
pemilihannya. Pemberian pertanggungjawaban secara mora dan politis ini
disampaikan kepada pemilih di daerah pemilihannya pada setiap masa reses dan
masa sidang melalui perjuangan politik yang menyangkut aspirasi pemilihnya.>
Begitu pula halnya dengan DPD, anggota DPD berkewajiban untuk memberikan
pertanggungjawabannya secara moral dan politis hanya sgja ha ini ditujukan
kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya Di dalam pasal penjelasan
mengenai pertanggungjawaban anggota DPD ini, disebutkan bahwa:*°

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis
disampaikan kepada masyarakat dan pemilih di daerah yang
diwakilinya pada masa sidang melalui perjuangan politik yang
menyangkut kepentingan daerah yang diwakilinya, serta di luar
masa sidang melalui pertemuan- pertemuan dengan konstituen dan
masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Sistem perwakilan yang dianut oleh Indonesia saat ini memang tidak dinyatakan
secara tegas sebagaimana dahulu dinyatakan secara jelas yaitu oleh para penyusun
konstitusi kita (framers of the constitution) yang menganut teori “Representative
sebagai Trustee”, bukan “Representative sebagai Delegate/Messenger Boy”.** Hal
itu tercermin di Pasal 72 UUD Tahun 1950 yang menyatakan bahwa:

Anggota-anggota DPR mengeluarkan suaranya sebagal orang yang
bebas, menurut perasaan dan kehormatan batinnya, tidak atas
perintah dan kewgjiban berembuk dahulu dengan orang yang
menunjuknya sebagai anggota.

** Indonesia, UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, op. cit., Penjelasan Pasal 79
huruf k.

% hid., Penjelasan Pasal 300 huruf k.

' R.M. Ananda B. Kusuma, op. cit., him. 158.

%2 1pid.
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Sedangkan Konstitusi RIS 1949, di Pasal 90, menyatakan bahwa:*

Anggota- anggota Senat mengeluarkan suaranya sebagal orang
yang bebas, menurut perasaan dan kehormatan batinnya, tidak atas
perintah atau dengan kewajiban berembuk dahulu dengan mereka
yang menunjuknya sebagai anggota.

2.3 Partisipas Partai Politik Dalam Pemilihan Umum

2.3.1 Partai Politik

Seperti yang telah diutarakan dalam uraian sebelumnya, di dalam negara

yang demokratis, partai politik merupakan salah satu sarana sarana atau bentuk

partisipasi masyarakat. Partai politik merupakan pilar dari demokrasi yang sangat

penting untuk dijaga salah satunya terkait dengan penguatan dergat

kelembagaannya (the degree of institutionalization). Seperti yang dikatakan oleh

Schattscheider bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi “political

parties created democracy.”®

Partai Politik sendiri pada umumnya memiliki 4 fungsi, yaitu:

1

Partai sebagai sarana komunikasi politik

Partai politik memiliki tugas yang salah satunya adalah menyalurkan
aneka ragam pendapat dan aspiras masyarakal dan mengaturnya
sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat
berkurang. Pendapat yang ada tadi kemudian mengalami proses
penggabungan dengan aspirasi orang lain yang senada (interest
aggregation) dan kemudian diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang
teratur (interest articulation). Pada akhirnya rumusan yang ada tersebut
dijadikan sebaga usul kebijaksanaan yang akan dibawa oleh partai politik
tersebut sebagai program partai. Program partai tersebut lebih lanjut

% |pid.
% Jimly Asshidigie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah

Konstitusi, cet. ke- 3, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), him. 52.
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digiukan kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat menjadi
kebijaksanaan umum (public policy). Begitupula sebaliknya, partai politik
juga menjadi salah satu corong untuk menyebarluaskan rencana- rencana
dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga arus informasi
berjalan dua arah. Dalam menjalankan fungsi ini, partai politik sering
disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide- ide (clearing
house of ideas). Partai politik juga kadang dikatakan sebagai pendengar
bagi pemerintah dan bertindak sebagai pengeras suara bagi masyarakat.®

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik
Sosialisas politik disini diartikan sebaga proses dimana seseorang
memperoleh sikap dan orientas terhadap fenomena politik yang umumnya
berlaku dimana dia berada. Selain itu juga mencakup proses penyampaian
norma- norma dan nilai- nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya®
Proses sosialisasi berlangsung seumur hidup, dalam konteks partai politik,
pelaksanaan fungs sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu
media massa, ceramah- ceramah, penerangan, kursus kader, penataran dan
sebagainya.®’

3: Partai politik sebagal sarana rekrutmen politik
Partal politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat
untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Diharapkan
juga partai politik dapat menarik golongan muda untuk dididik menjadi
kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection
of leadership).®

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management)
Di dalam praktek demokrasi, seringkali muncul persaingan dan perbedaan
pendapat dalam masyarakat dan pemerintah. Jika sampal terjadi konflik,
maka partai politik diharapkan sebagai salah satu pihak yang berusaha

untuk mengatasinya.®®

% Miriam Budiardjo, op. cit., him. 163.

% |hid.

¢ Miriam Budiardjo, Dasar- Dasar |Imu Politik Edisi Revisi, cet. ke-2, (Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2010), him. 407.

% pid.

% pid.
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Selain fungsi- fungs diatas, fungsi partai politik dapat digolongkan sebagai
berikut:

1

Artikulas kepentingan

Menyatakan atau mengartikulasi kepentingan kepada badan- badan politik
dan pemerintah melaui kelompok- kelompok yang mereka bentuk
bersama orang lain yang memiliki kepentingan yang sama.™

Agregasi kepentingan

Merupakan cara bagaimana tuntutan- tuntutan yang dilancarkan oleh
kelompok- kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternative-
alternative kebijaksanaan pemerintah.”

Pembuat kebijaksanaan

Setiap partai politik akan berusaha untuk merebut kekuasaan untuk
kemudian memberikan pengaruhnya dalam membuat kebijaksanaan yang
akan digunakan dalam suatu pemerintahan.”

Adapun di dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, partai politik

memiliki fungsi sebagai sarana:”®

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar
menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan
kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;

b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik
melalui  mekanisme demokras dengan memperhatikan
kesetaraan dan keadilan gender.

" Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, op. cit., him. 4. (Sebagaimana dikutip dari buku

karangan Mohtar Mas' oed dan ColinMacAndrews yang berjudul “Perbandingan Sistem Politik”).

" Ibid.
2 | bid.
3 Indonesia, UU tentang Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2008, LN No. 2 Tahun 2008,

TLN No. 4801, Pd. 14 ayat (1), Ps.11.

25 Universitas Indonesia

Analisis pemberhentian ..., Yustina Sari, FH Ul, 2011



2.3.2 Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

2.3.2.1 Sistem Kepartaian
Ada beberapa model dalam sistem kepartaian, diantaranya adalah: ™

1. Sistem partai pluralistis; dalam sistem ini terdapat dua partai di
dalamnya, tanpa ada yang superior di atas yang lainnya. Dalam
sistem ini terdapat dua model lagi yaitu sistem dua partai dan
sistem multi partai.

2. Sistem partai tunggal, dalam sistem ini hanya ada satu partai,
biasanya terdapat di negara komunis atau sosialis. Dapat juga
terjadi di negara yang menganut sistem multi partai dimanalama
kelamaan hanya terdapat satu partai yang dominan.

Apabila dillihat dari segi komposisi dan fungsi kenaggotaannya, partai dapat
dibagi menjadi dua yaitu:™

1. Patai massa, ciri utamanya adalah jumlah anggota dan
pendukungnya yang banyak. Partai jenis ini cenderung menajdi
lemah apabila golongan atau kelompok yang tergabung dalam
parta tersebut mempuya keinginan untuk melaksanakan
kepentingan kelompoknya. Disamping itu, jika kepentingan
kelompok tidak terakomodasi, kelompok ini akan mendirikan
partal sendiri.

2. Partal kader, partai ini mengandalkan kader-kadernya untuk
loyal. Pendukung partai ini tidak sebanyak partai massa karena
memang tidak mementingkan jumlah. Partai kader lebih
mementingkan disiplin anggotanya dan ketastan dalam
berorganisasi. Doktrin dan ideologi partai harus tetap dijaga
kemurniannya dan bagi anggota yang menyeleweng akan
dipecat keanggotaannya.

Disamping itu, partai politik juga dapat dibagi berdasarkan sifat dan orientasinya,

yaitu: "

™ Tim Politik Dalam Negeri, Peran Politik DPR-RI Pada Era Reformasi, (Jakarta: Pusat
Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2001), him. 6.

 Ibid., him.7.

® |bid.
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1. Partai lindungan (patronage party). Partai ini biasanya aktif saat
menjelang pemilu sga. Yang menjadi tujuannya adalah
berusaha memenangkan pemilu yang berarti pula mendudukkan
anggotanya pada jabatan public maupun pemerintahan. Partai
jenis ini pada umumnya kurang mempunyaii disiplin dari para
anggotanya

2. Partal ideologi atau partai asas (programmatic party). Dalam
partai ini umumnya mempunyal disiplin anggota yang kuat.
Pedoman parta digariskan dengan tegas dan dilaksanakan
dengan ketat pula.

Sedangkan partai politik berdasarkan tingkat komitmen partai terhadap ideologi
dan kepentingan dapat dibagi menjadi sebagai berikut:”’

1. Partai proto, adanya pembedaan antara kelompok anggota atau
‘ins dengan non anggota atau ‘outs’. Tipe ini merupakan tipe
awal parta politik berdasarkan pengelompokkan ideologis
masyarakat;

2. Partai kader, keanggotaannya terutama berasal dari golongan
kelas menengah ke atas. Akibatnya ideologi yang dianut partai
ini adalah konservatisme ekstrim atau maksimal reformisme
moderat;

3. Partal massa, partai ini berorientas pada basis pendukungnya
yang luas misalnya buruh, petani, dan kelompok agama, dan
memiliki ideologi yang cukup jelas untuk memobilisas massa
serta mengembangkan organisasi yang cukup rapi untuk
mencapal tujuan-tujuan ideologisnya;

4. Parta dictatorial, merupakan sub tipe dari partai massa tetapi
memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin
tertinggi partai melakukan control yang sangat ketat terhadap
pengurus bawahan maupun anggota partai. Rekrutmen anggota
dilakukan secara lebih selektif daripada partai massa; dan

5. Partai Catch-all, merupakan gabungan dari parta kader dan
parta massa. Catch-all dapat diartikan sebagai menampung
kelompok-kelompok social sebanyak mungkin untuk dijadikan
anggotanya. Tujuan utama dari partai ini adalah memenangkan
pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan
keuntungan bagi anggotanya sebagai pengganti ideologi yang
kaku.

" Ibid., him.8.
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Adapun sistem kepartaian yang digunakan di Indonesia adalah sistem multi partai.
Disamping itu, ada keterbukaan dalam rekrutmen anggota, hal ini dilihat dari
dijaminnya kebebasan seseorang untuk menjadi anggota dari suatu partai politik
tanpa ada rasa takut atau tertekan. Fungs rekrutmen politik dan kaderisasi
terhadap anggota-anggotanya diperlukan selain untuk dapat mengisi posisi-posis
di pemerintahan tetapi juga sebagai wadah partisipasi politik rakyat.

2.3.2.2 Sistem Pemilihan Umum di Indonesia
Ada beberapa sistem pemilihan umum yang biasa digunakan, yaitu:
1 Sistem Pemilihan Organis
Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagai individu- individu yang bergabung
dalam beberapa persekutuan- persekutuan hidup baik berdasarkan lapisan sosial,
profesi maupun asal atau keturunan misalnya kelompok tani, guru, buruh dan
lainnya.”™
2. Sistem Pemilihan Mekanis
Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagal individu- individu yang berdiri sendiri,
dimana satu orang adalah mempunyal satu suara. Sistem pemilihan mekanis
biasanya dil aksanakan dengan dua (2) sistem pemilihan umum yaitu;
a.  Sistem Distrik.
Sistem pemilihan distrik adalah sistem pemilihan umum dimana
wilayah suatu negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang
jumlahnya sama dengan kurs yang tersedia di parlemen, dan tiap
distrik hanya memilih satu wakil untuk duduk di parlemen dari sekian
banyak calon yang maju untuk distrik tersebut.® Sistem ini juga
disebut dengan  sistem pemilihan mayoritas (single member
constituency) yaitu yang berhak duduk di parlemen adalah yang
memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan yang diadakan tersebut.
K elebihan sistem distrik ini adalah:®

"8 Bintan R. Saragih, op. cit., him. 173.

” Ibid.

% bid., him. 174.

8 Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, op. cit., him. 28.
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1. Hubungan antara pemilih dengan wakilnya relative cukup dekat.
Pemilih telah mengetahui tentang wakil yang akan dipilihnya,
dapat juga karena kepopuleran yang dimiliki oleh wakil tersebut.

2. Sistem ini dapat mendorong penyatuan partai-partai dikarenakan
calon yang nantinya terpilih hanya satu sehingga beberapa partai
dapat bergabung untuk mencalonkan seseorang yang lebih
popular untuk majul.

3. Penyelenggaraannya sederhana, selain itu tidak perlu melakukan
penghitungan terhadap sisa suara yang terbuang.

4. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerja sama antara partai-
parta akan mempermudah terbentuknya pemerintahan yang
stabil dan meningkatkan stabilitas nasional.

Adapun kelemahan sistem distrik ini antaralain:

1. Kemungkinan besar banyak suara yang terbuang, misalkan yang
terpilin adalah A dengan jumlah suara 20 sedangkan jumlah suara
yang diperoleh seluruh calon lainnya (B, C, dan D) sebenarnya kebih
besar misalkan 70 suara, maka A tetap terpilih untuk duduk di
parlemen sedangkan suara lainnya tidak dianggap.®

2. Sistem ini cenderung akan menyulitkan golongan minoritas ataupun
partai-partai kecil yang calonnya bisa jadi kalah popular dengan yang
lainnya.®

b. Sistem Proporsional
Sistem proporsional adalah sistem dimana kursi yang tersedia di
parlemen (lembaga perwakilan) yang diperebutkan dalam pemilihan
umum, dibagikan kepada partai-partai/ golongan- golongan politik
yang ikut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbangan suara
yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan.®* Dalam
sistem proposional yang banyak digunakan saat ini, biasanya wilayah
negara tersebut dibentuk daerah pemilihan (bukan distrik), dan jumlah

8 | hid.
& |bid.
8 |bid., him. 178.

29 Universitas Indonesia

Analisis pemberhentian ..., Yustina Sari, FH Ul, 2011



kursi yang dibagikan untuk tiap daerah pemilihan ini harus lebih dari
satu (multi member constituency).
K elebihan dari sistem proporsional ini adalah:®
1. Suarayang terbuang sedikit.
2. Besar kemungkinan bagi partai- parta kecil/ golongan minoritas
untuk mempunyai wakil di lembaga perwakilan rakyat.

Sedangkan kelemahan dari sistem proporsional ini diantaranya:®

1. Tidak mendorong adanya integrasi bermacam-macam golongan
dalam masyarakat. Cenderung mengakibatkan bertambahnya
jumlah partai.

2. Hubungan antara wakil dan daerah pemilihnya kurang terikat.
Wakil akan cenderung lebih loyal kepada parta yang
mengusungnya karena kedudukan partai dianggap lebih kuat
daripada pribadi calon yang diusung.

3. Banyaknya partai akan mempersulit terbentuknya pemerintahan
yang stabil karena pada umumnya harus mendasarkan diri pada
koalisi dua partai atau |ebih.

Tabd 2.1
Perbandingan Sistem Proporsional dan Distrik®’
Unsur- unsur Sistem Proporsiona Murni Sistem Distrik Murni
A. Tekanan 1. Menekankan 1. Menekankan keterbukaan
proporsionalitas perwakilan pertanggungjawaban
pemerintah
B. Daerah Pemilihan 1. Basisnya di wilayah 1. Basisnya penduduk
2. Ukuran Daerah Pemilih 2. Ukuran DP kecil
(DP) besar 3. Jumlah DP banayak
3. Jumlah DP sedikit 4. DP berubah-ubah
4. Sifat DP permanen
C. Caon/wakil 1. Lebih dari satu tiap daerah 1. Hanyasatu pihak distrik
% Ibid
% Ibid., him. 180.

8 Paimin Napitupulu, Peran dan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat, cet.
ke-1, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2005), him. 97.
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pemilihan

2. Asal wakil bebeas

3. Hubungan dengan pemilih
via partai

4. Kurang/tidak dikenal

5. Dicalonkan oleh partai/OPP

atau daerah pemilihan

2. Asal daerah/ berdomisili

3. Hubungan langsung

dan/atau melalui partai

4. Dikenal oleh pemilih

5. Dicalonkan oleh pemilih

6. Kontrol pemilih atas calon 6. Kontrol pemilih atas calon
l[emah kuat
7. Bertanggung jawab kepada 7. Tanggung jawab kepada
partai pemilih dan partai
D. Suara 1. Tidak adayang hilang 1. Banyak yang hilang
2. Mayoritas mutlak 2. Mayoritas sederhana
E. Partai 1. Menguntungkan partai 1. Merugikan partai kecil
kecil 2. Cenderung menghasilkan
2. Cenderung menghasilkan dua partai besar
multipartai 3. Kekuasaan partai atas
3. Kekuasaan partai atas calon calon relative kecil
besar 4. Organisas partai sampai

4. Organisasi partai sampai ke
desa

ke desa

F. PanitiaPelaksana

1. Bersifat otonom

1. Bersifat otonom

G. Sistem Pemerintah

1. Bersifat otonom

2. Mengarah ke pemerintahan
koalisi

3. Cenderung kearah

sentralisasi

Tidak mengarah ke
pemerintahan koalisi
Cenderung kearah

desentralisasi

Secara keseluruhan, sistem proporsional ini lebih bersifat representative

karena setiap suara ikut diperhitungkan dan golongan kecil dalam masyarakat

memiliki kesempatan yang kurang lebih sama.

Adapun sistem pemilihan yang digunakan di Indonesia saat ini adalah

sistem proporsiona terbuka untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD dimana

pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada calon yang dipilih.

Dalam ha pemilih memberikan suaranya kepada partai, maka calon yang berada
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pada urutan teratas mempunyai peluang besar untuk terpilih karena suara tersebut
menjadi haknya.®®

Sedangkan untuk pemilihan anggota DPD digunakan sistim distrik
berwakil banyak (4 kursi untuk tiap provinsi). Suara dari peserta yang kalah tidak
bisa dipindahkan (non transferable vote) kepada yang lain.

2.3.2.3Hubungan Antara Sistem Kepartaian dan Sistem Pemilihan Umum
Dengan Kedudukan Partai di Lembaga Perwakilan Rakyat

Sistem kepartaian dan sistem pemilihan umum saling mempengaruhi satu
sama lain. Sistem pemilihan dengan sistem distrik misalnya, akan cenderung
mengarah pada penyatuan partai politik demi mendapatkan kursi ataupun jabatan
di lembaga eksekutif maupun legisatif. Hal tersebut pada akhirnya akan
berpengaruh pada kedudukan partai politik dalam lembaga yang bersangkutan.
Begitu pula dengan penggunaan sistem proporsional, baik proporsional dengan
daftar urut calon maupun sistem proporsiona terbuka. Dengan sistem pemilihan
umum yang digunakan sekarang, khususnya dalam pemilihan anggota DPR
melalui mekanisme proporsional terbuka dengan suara terbanyak, suatu partai
terutama yang mengedepankan kaderisasi terhadap anggotanya pada akhirnya
akan terdorong juga untuk mencari dan memajukan calon-calon yang belum tentu
sesual dan loyal terhadap ideologl partai yang bersangkutan. Sesuai dengan
fungsinya, parta politik sampa saat ini memang masih merupskan sarana
rekruitmen politik (political recruitment). Partai dibentuk untuk menjadi
kendaraan yang sah untuk menyeleks kader-kader pemimpin negara pada
jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu.®

Penggunaan sistem proporsiona terbuka dengan suara terbanyak yang
digunakan dalam Pemilu 2009 dinilai membuat calon yang mempunyai akses,
uang dan popularitas lebih berpeluang menjadi anggota DPR.*® Sedangkan pada
sistem proporsional tertutup (closed list system) cenderung terjadi penguatan

8 Miriam Budiardjo, Dasar- Dasar |Imu Politik Edisi Revisi, op. cit., him. 487.

8 Jimly Asshiddigie, “Dinamika Partai Politik,”
jimly.com/ymakalah/namafile/../DINAMIKA_PARTAI_POLITIK.doc, diunduh pada 05 Januari
2011.

%Nn, “PDIP Ingin Proporsional Tertutup,” http://matanews.com/2011/12/30/pdip-ingin-
proporsional-tertutup/, diakses pada 05 Januari 2011.
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institusi partai, proses rekrutmen calon anggota DPR lebih terfokus bahkan bisa
mengurangi persaingan yang tidak adil antar calon di satu partai maupun
persaingan antar calon dengan partai lain." Hal ini jelas berpengaruh kuat
terhadap kedudukan partai politik dalam melakukan kaderisasi serta menegakkan
disiplin terhadap anggotanya. Apabila sistem proporsional tertutup digunakan,
maka hubungan antara partai dan anggotanya lebih erat, dimana anggota yang
terpilih merasa punya kewgjiban yang lebih terikat kepada partai yang sudah
mencalonkannya.  Sedangkan apabila partainya adalah partai  yang
mengedepankan kader unggulan sedangkan sistem pemilihannya seperti sekarang
ini yaitu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara
terbanyak, maka kedaulatan partai sebenarnya sedikit banyak telah berkurang.
Terlebih bagi partai kader yang memang mengutamakan disiplin dan loyalitas
kader, apabila calon yang terpilih akhirnya adalah yang popular di masyarakat, hal
ini dapat mengurangi rasa keterikatan calon terpilih dengan partai karena adanya
anggapan bahwa popularitas yang didapatkan bukan berasal dari partai melainkan
pribadi calon. Konsekuens dari hal tersebut adalah anggota-anggota yang terpilih
bisajadi lebih sukar untuk diarahkan. Terkait dengan hal ini, pemberdayaan partai
politik masih sangat dibutuhkan terutama dalam menegakkan disiplin anggotanya.

Untuk itulah penguatan kewenangan partai politik tetap diperlukan di
lembaga perwakilan sehingga disiplin partai tetap dapat ditegakkan yaitu salah
satunya dengan pengadaan hak recall atau pemberhentian antarwaktu yang akan
diuraikan Iebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

2.3.3 Syarat Pembentukan Partai Politik

Berdasarkan undang- undang yang berlaku, untuk melakukan

pembentukan partai politik harus memenuhi persyaratan yang ada yaitu:*

°! Rusmin Effendy, “Proporsional Terbuka V'S Tertutup,” http://www.suarakarya-
online.com/news.html?id=294363, diakses pada 05 Januari 2011.

% |ndonesia, UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, op. cit.,
Pd. 3.
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1. Didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang
warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu)
tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

. Didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri
yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris

3. Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai

anggota partai politik lain.

4. Pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 30%

(tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

5. Akta notaris yang dibuat harus memuat AD dan ART serta

kepengurusan partai politik tingkat pusat.

6. AD memuat paling sedikit:

Asas dan ciri partai politik;

Vis dan misi;

Nama, |lambing, dan tanda gambar;

Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;

Kepengurusan;,

Mekanisme rekrutmen keanggotaan dan jabatan politik;

Sistem kaderisasi;

M ekanisme pemberhentian anggota;

Peraturan dan keputusan partai politik;

Pendidikan politik;

Keuangan;

Mekanisme penyel esaian perselisihan internal partai politik.

7. Kepengurusan di tingkat pusat menyertakan 30% (tiga puluh

perseratus) keterwakilan perempuan.

8. Partal politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi

badan hukum, untuk itu partai politik harus mempunyai:

a. Aktanotaris pembentukan parta politik;

b. Nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipaka secara
sah oleh parta politik lain sesual dengan peraturan
perundang- undangan;

c. Kepengurusan pada setiap provins dan paling sedikit 75%
(tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota
pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50%
(lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada
kabupaten/ kota yang bersangkutan;

d. Memiliki kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan
kabupaten/ kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum;
dan

e. Rekening atas nama partai politik.

N

—ARTTSQ 0 a0 o

Setelah melakukan pendaftaran ke Kementerian, maka Kementerian akan

melakukan penelitian dan/ atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran paling lama
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45 (empat puluh lima) hari sgak diterimanya dokumen persyaratan secara
lengkap. Pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan paling lama
15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/ atau verifikas
melalui Keputusan Menteri dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara®
Daam ha ada perubahan terhadap AD/ART, maka perubahan yang ada beserta
akta notaris mengenai perubahan tersebut harus didaftarkan kembali ke
Kementerian paling lama 30 (tiga puluh ) hari setelah dilakukannya perubahan.

Pengaturan mengenal persyaratan pendirian dan pembentukan partai
politik sempat diajukan ke Mahkamah Konstitus yaitu terkait dengan Pasal 2 ayat
(1) dimana pemohon menganggap bahwa keberadaan UU yang baru mempersulit
pendirian dan pembentukan partai politik baru. Hal ini disebabkan persyaratan
yang ada sukar dipenuhi, berbiaya tinggi, dan waktu yang tersedia untuk
menghadapi verifikas sangat singkat. Sebelumnya dalam UU nomor 2 Tahun
2008 tentang partai politik, partai politik cukup didirikan oleh 50 WNI sedangkan
setelah diadakan perubahan partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling
sedikit 30 orang WNI dari setigp provins yang berarti harus didirikan oleh paling
sedikit 990 orang (30 orang tiap provinsi) dan didaftarkan paling sedikit oleh 50
orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik.** Disamping itu, juga
dilakukan pengujian terkait dengan syarat jumlah kepengurusan yang meningkat
di setiap provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan di kabupaten/ kota yang
bersangkutan.®

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memutuskan bahwa pasal- pasal
yang diujikan tersebut tidak bertentangan dan hal tersebut merupakan kebijakan
hukum (legal policy) dari pembentuk uu yang bersifat objektif dan dibuatnya
aturan yang ketat merupakan salah satu upaya penguatan partai politik di
masyarakat.

% Ibid., Pd. 4.

% Merupakan salah satu alasan yang diutarakan oleh pemohon dalam mengajukan
pengujian uu parpol yang dimuat dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-I1X/2011.

% K epengurusan padatiap provinsi menjadi paling sedikit 75% dari jumlah sebelumnya
60% dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/ kota yang bersangkutan.
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234 Syarat Kelkutsertaan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum
Partai politik yang ingin mengikuti pemilihan umum harus memenunhi

persyaratan yang diatur dalam undang- undang yaitu:*

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang
Partai Politik;

b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provins;

c. memiliki  kepengurusan di  2/3 (dua pertiga) jumlah
kabupaten/kota di provins yang bersangkutan;

d. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)
keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik
tingkat pusat;

e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau
1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap
kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf b
dan huruf ¢ yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda
anggota;

f. mempunya kantor tetap untuk kepengurusan sebagaimana pada
huruf b dan huruf ¢; dan

g. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.

Partai Politik akan terdaftar sebagai peserta pemilu apabila telah diverifikas dan
ditetapkan sebagal peserta pemilu oleh KPU.
A. Pendaftaran Partai Politik menjadi Peserta Pemilu

Pendaftaran sebagal peserta pemilu digiukan melalui surat yang telah
ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal pada kepengurusan
pusat partai politik yang bersangkutan kepada Komisi Pemilihan Umum. Dalam
mengajukan pendaftaran, partai politik harus menyertakan dokumen yang berisi

tentang:®’

a. Berita Negara Republik Indonesia yang memuat tanda terdaftar
bahwa partai politik tersebut menjadi badan hukum;

% |ndonesia, UU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 10
Tahun 2008, LN No. 51 Tahun 2008, TLN No. 4836, Psl. 8.
" 1bid., Psl.15.
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b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus
tingkat provins dan pengurus tingkat kabupaten/kota;

c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang
kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat
provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;

d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang
penyertaan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh
perseratus) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan tanda
gambar partai politik dari Departemen; dan

f. Surat keterangan mengenai perolehan kurs partai politik di
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU.

B. Verifikas dan Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu

Penelitian dan penetapan keabsahan (verifikas) terhadap syarat-syarat
keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum dilaksanakan oleh Komis
Pemilihan Umum (KPU)®. Verifikasi tersebut harus sudah selesai dilaksanakan
paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Partai politik yang berhak menjadi peserta pemilu adalah partai politik
yang telah dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU. KPU menetapkan partai politik
sebagai peserta pemilihan umum melalui sidang pleno KPU. Adapun penetapan
nomor urut partai politik sebagal Peserta Pemilu dilakukan secara undi dalam
sidang pleno KPU yang terbuka dan dihadiri olen wakil seluruh Partai Politik

Peserta Pemilu.

24  Kewenangan Partai Politik dalam Mengusulkan Pemberhentian dan

Penggantian Antarwaktu Anggota DPR

24.1 Sgarah Pemberhentian Antarwaktu dan Penggantian Antarwaktu

Pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu sudah dikenal
pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto yang pada saat itu lazimnya
disebut dengan hak recall. Pada rezim Soekarno recall terhadap anggota parlemen

% Penelitian yang dilakukan meliputi penelitian administratif dan verifikasi faktual.
Verifikas faktual yang dilakukan misalnya pengecekan terhadap jumlah dan susunan
kepengurusan partai politik di provinsi dan kab/kota, surat pernyataan keterwakilan perempuan
30% dan lainnya.
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dimungkinkan dan bahkan pelaksanaannya sangat otoriter pada saat itu. Karena
penggunaan hak recall yang terlalu permisif pada waktu itu, bahkan seorang
Muhammad Hatta mengkritik keras adanya recall tersebut.*

Ketentuan dan praktek recall juga terus berlangsung pada rezim Presiden
Soeharto di masa Orde Baru. Recall pada saat itu digunakan sebagal senjata untuk
membungkam politisi yang tidak mengikuti kebijakan dari penguasa. Ketentuan
mengenai recall juga pertamakali diatur pada zaman Orde Baru dalam peraturan
perundang-undangan pada waktu itu yaitu UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang
Susunan dan Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan
Rakjat dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah. Di dalam Pasal 4 ayat (1) UU ini
disebutkan bahwa anggota MPR berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:*®

Meningga dunia;

Atas permintaan sendiri setjaratertulis kepada Pimpinan MPR,;
Bertempat tinggal di luar wilgjah Negara Republik Indonesia;
Berhenti sebgal anggota Dewan Perwakilan Rakjat;

Tidak memenuhi lagi garat- garat tersebut dalam Pasal 2 gjat
(1) berdasarkan keterangan jang berwadijib;

Dinjatakan melanggar sumpah/dj andji sebagai anggota;

Diganti menurut pasal 43;"

. Terkenalarangan perangkapan djabatan menurut Bab. V.

Poo oW

S

Di dalam UU Nomor 16 Tahun 1969 ini, disebutkan bahwa hak mengganti
anggota yang menjadi wakil di lembaga permusyawaratan/ perwakilan
(MPR/DPR) ada pada tiap organisasi/ golongan yang disebutkan dalam UU
tersebut yaitu dari golongan politik dan golongan karya baik dari ABRI maupun
golongan karya dari non ABRI. Organisasi/ golongan tersebut berhak mengganti
wakil- wakilnya dalam lembaga permusyawaratan/ perwakilan rakyat dengan

% M. Hadi Shubhan, “Lintasan Sejarah Recall di Indonesia,” Jurnal Konstitusi Vol.3 No.4
(Desember 2006), him.46.

190 1 ndonesia, UU Susunan dan Kedudukan, UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan
Kedudukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah, Psl. 4 ayat (1).

101 Akan dibahas dalam pembahasan berikutnya.
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terlebih dahulu bermusyawarah'® dengan pimpinan lembaga permusyawaratan/
perwakilan yang bersangkutan.'®®
Sedangkan dalam pengaturan berikutnya yaitu UU Nomor 2 tahun 1985
disebutkan bahwa hak mengganti wakil organisasi peserta pemilihan umum atau
golongan karya ABRI ada pada organisasi peserta pemilihan umum yang
bersangkutan atau pada panglima Angkatan Bersenjata yang pelaksanaannya
terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan pimpinan DPR.'%

Adapun posis anggota- anggota yang berhenti antarwaktu tersebut akan
diisi oleh:'®

a Calon dari organisasi yang bersangkutan;

b. Calon dari pejabat baik atas usul instansi/ organisasi yang bersangkutan
maupun atas prakarsa dari pejabat tersebut, (yang berasal dari golongan
karya).

Anggota yang menggantikan adalah yang bertempat tinggal di daerah pemilihan

yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR

sebagal pengganti. Akan tetapi masalah pengganti ini kemudian diubah dengan
adanya perubahan atas Pasal 43 ayat (2) UU No. 16 Tahun 1969 dengan UU

Nomor 5 Tahun 1975 dimana penggantian ditentukan oleh organisasi/ golongan

yang bersangkutan berdasarkan nama- nama yang tercantum dalam daftar calon

organisasi/ golongan tersebut dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan
pemerintah.'® Organisasi/ golongan yang bersangkutan bebas dalam arti dapat
menggunakan nomor urut daftar calon tetap ataupun tidak."®”’

Daam sgarahnya, praktek recall memang mash menimbulkan
perdebatan. Ada yang beranggapan bahwa dalam sistem demokrasi tidak dikenal

192 Musyawarah disini lebih bersifat konsultasi dengan pimpinan badan permusyawaratan/
perwakilan (MPR/DPR) yang dipandang perlu agar diperoleh pertimbangan yang seobjektif-
objektifnya dan untuk menghindari hal- hal yang bersifat subjektif dan sewenang- wenang. (Dapat
di lihat di Penjelasan Pasal 43 UU No. 16 Tahun 1969).

1% | ndonesia, UU Susunan dan Kedudukan, op. cit., Psl. 43 ayat (1).

104 B N. Marbun, DPR- RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, cet. ke-1, ((Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1992), him. 172.

1% 1ndonesia, UU Susunan dan Kedudukan, op. cit., PSl. 4 ayat (2).

1% | ndonesia, UU Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 1969, UU No. 5 Tahun 1975, Pd.
43 ayat (2).

197 penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1975 tentang Perubahan atas UU No. 16
Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.
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adanya recall.!® Menurut Mh. Isnaeni (wakil ketua DPR/MPR masa kerja 1977-
1982):1%°

Hak recall pada umumnya merupakan ‘pedang demokrasi’ bagi
tiap anggota lembaga perwakilan rakyat. Dengan adanya hak recall
maka anggota DPR akan lebih banayk menunggu petunjuk dari
pimpinan daripada berotoaktivitas. Melakukan otoaktivitas yang
tinggi tanpa restu pimpinan fraksi, kemungkinan besar melakukan
kesadlahan fatal yang dapat berakibat recalling. Untuk itu untuk
keamanan keanggotaannya, lebih balk menunggu apa yang
diinstruksikan oleh pimpinannya.

Ada beberapa ‘korban’ dari recall yang dapat penulis sampaikan disini yaitu

diantaranya:**°

1. Abdullah Eteng, anggota DPR dari FDI di-recall Juni 1981 oleh
pimpinan PDI. Abdullah Eteng dikenal sebagal anggota dewan
yang out spoken (vokal), khususnya dalam mengungkap kasus-
kasus tanah di daerah pemillihannya Sumatera Utara.

2. Prof. Usep Ranawidjgia, Abdul Madjid, T.H. Walandow dan
Zakaria Raib, di-recall karena berbeda pendapat dengan DPP
PDI. Kemudian disusul dengan Soelomo dan Santoso
Denosaputro karena keduanya mengambil bagian dalam rapat-
rapat yang diselenggarakan oleh penantang Kongres |1 pimpinan
Abdul Madjid.

3. TAM Simatupang di-recall oleh DPP PDI sepuluh hari
menjelang masa keanggotaannya habis dengan aasan tidak
mematuhi keputusan- keputusan kongres.

4. Akhir 1984, Ketua Umum DPP PPP me-recall empat
anggotanya yaitu Tamam Achda, Syarifuddin Harahap, Ruhami
Abdul Hakim dan Murthado makmur. Tamam Achda dan
Syarifuddin Harahap karena dituduh indisipliner terhadap
ketentuan yang berlaku dalam partai, sedangkan Ruhami Abdul
Hakim dan Murthado Makmur dituduh melakukan tindakan
tercela sebelum dilantik sebagal anggota DPR.

198 Muchtar Pakpahan, DPR- Rl Semasa Orde Baru, cet. ke- 1, (Jakarta: 1994), him. 208.

% 1pid., him. 209.

19 hid., him. 209- 210. (dalam hal ini penulis yaitu Muchtar Pakpahan mengutip bahan
tersebut dari buku karangan Tjipta Lesmana).
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Selain itu ada pula kasus recall yang cukup terkenal pada masa orde baru
ini yaitu recalling yang dilakukan terhadap Sri Bintang Pamungkas. Sri Bintang
Pamungkas di-recall dari keanggotaannya sebagai wakil rakyat di DPR karena
dianggap melawan pemerintahan Orde Baru. Menurut pengakuan Sri Bintang

Pamungkas bahwa: !

Sebetulnya masalah recall sudah disasmpaikan dengan jelas, pada
tahun 1990-1993, yaitu ketika Menteri Dalam Negeri Yogi S.
Memet mengatakan bahwa anggota Lembaga Perwakilan Rakyat,
ini dalam Undang-Undang Susduk Tahun 1969, adalah wakil
partai, bukan wakil rakyat dan semenjak itu maka terjadilah
kegaduhan nasional, sehingga ketika saya kemudian diputuskan
untuk di-recall, maka muncullah pemikiran-pemikiran reformasi.
Dan di dalam pemikiran reformasi itu termasuk saya adalah salah
satu yang ikut berbicara mengena konsep-konsep reformasi.
Sebetulnya yang terjadi pada Orde Baru itu adalah kekuasaan
Presiden yang absolut. Ini adalah maunya Presiden dan Presiden
tidak mau diganggu gugat, tidak mau ada oposisi, bahkan di
pelagjaran P4 disebutkan di dalam demokrasi yang kita anut tidak
boleh ada oposisi, tidak boleh ada perbedaan pendapat, maka
perbedaan pendapat dianggap adalah kontra terhadap pemerintah,
kontra terhadap Presiden dan dia harus dijatuhkan.

Sri Bintang Pamungkas direcall dari keanggotaan PPP pada saat itu karena telah
mendirikan partai  baru, PUDI, yang pada waktu sebenarnya itu tidak
dimungkinkan adanya pembentukan partai baru di luar PPP dan PDI serta
Golongan Karya. Oleh karenaitu yang bersangkutan harus memilih untuk tetap di
PPP atau keluar dari PPP.'*

Oleh karena praktek recall ini pada saat itu seringkali dijadikan sebagai
alat penekan dan ancaman yang dilakukan dengan sewenang- wenangnya kepada
anggota partai yang duduk sebagai wakil di DPR, maka ada desakan untuk
menghilangkan hak recall tersebut. Hak recall dianggap sebagai produk orde baru

yang otoriter dan mengganggu hak- hak berpolitik seseorang.

M. Hadi Shubhan, op. cit., him. 47. (M. Hadi Shubhan mengutip dari kesaksian Sri
Bintang Pamungkas dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 17 juli 2006).
M2 Tim Politik Dalam Negeri, Ibid., lm116.
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Setelah rezim Soeharto tumbang dan berganti pada era reformasi, hak
recall pun mulai dihilangkan. Dalam undang-undang paket politik waktu itu,
yakni UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum, dan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR, dan DPRD, tidak mengenal sama sekali hak recall tersebut.*** Akan
tetapi di satu sis ha ini juga kemudian menjadi permasalahan tersendiri ketika
pada erareformasi ini semua orang termasuk anggota lembaga perwakilan sedang
mengalami euforia dalam berdemokrasi. Partai Politik kemudian mengalami
kesulitan dalam menindak dan mengarahkan anggotanya yang duduk sebagai
wakil rakyat. Pada awa era reformas tersebut, seorang anggota DPR bahkan
dapat keluar dari keanggotaan suatu partai politik dengan tetap menjadi anggota
DPR. Ini terjadi ketika seorang anggota DPR yang bernama H. Hartono Mardjono
keluar dari keanggotaan partai politiknya (PBB) akan tetapi ia tetap menjadi
anggota DPR dan masuk sebagal anggota non fraksi. Ha inilah yang
melatarbelakangi diaturnya kembali hak recall ini dalam peraturan perundang-
undangan.'* Selain itu juga adanya keinginan untuk memiliki anggota DPR yang
akuntabel dan mampu menyampaikan aspirasi rakyat dengan baik.

Hak recall akhirnya diatur kembali dalam Undang-undang paket politik
Tahun 2003, yaitu UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 22
tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan
DPRD. Hak recall ini kemudian daam UU Susduk dikenal dengan nama
penggantian antarwaktu (PAW). Berikut akan disampakan tabel pengaturan
pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu dari beberapa peraturan
perundang-undangan dari tahun 1969- 2003 untuk memudahkan dilakukannya

perbandingan.

Tabel 2.2
Pengaturan Pemberhentian Antarwaktu dan Penggantian Antarwaktu oleh Partai
Politik (1969-2003)

13 M. Hadi Shubhan, op. cit., him. 47.
M4 bid., him. 49. (M. Hadi Shubhan dalam hal ini mengutip dari kesaksian Nursyahbani
Katjasungkana dalam sidang di Mahkamah Konstitusi pada 13 Juni 2006).
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Peraturan perundang-

undangan yang mengatur

Pihak yang dapat mengaj ukan
usulan pemberhentian

antarwaktu

Pihak yang dapat menjadi

anggota pengganti antarwaktu

Tahun 1969: UU No. 16
Tahun 1969 tentang Susunan
dan Kedudukan Madjelis
Permusjawaratan Rakjat,
Dewan Perwakilan Rakjat dan
Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah

Organisasi/ golongan yang
disebutkan dalam UU tersebut
yaitu:

1. dari golongan politik

2. golongan karya baik dari
ABRI maupun golongan karya
dari non ABRI (Pasal 43 ayat
1

a.Calon dari organisasi yang
bersangkutan;

b. Calon dari pejabat baik atas
usul instansi/ organisasi yang
bersangkutan maupun atas
prakarsa dari pejabat tersebut
(dari gol. karya) (Pasal 4 ayat
(2)).

¢. Anggota yang menggantikan
adalah yang bertempat tinggal
di daerah pemilihan yang
bersangkutan yang telah
memenuhi syarat untuk
menjadi anggota DPR sebagai
pengganti (Pasal 43 ayat (2)).

Tahun 1975: UU No. 5 Tahun
1975 tentang Perubahan atas
UU No. 16 Tahun 1969
tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Daerah

a. organisasi/ golongan yang
disebutkan dalam UU tersebut
yaitu:

1. dari golongan politik

2. golongan karya baik dari
ABRI maupun golongan karya
dari non ABRI (Pasal 43 ayat

1)

a.Calon dari organisasi yang
bersangkutan;

b. Calon dari pejabat baik atas
usul instansi/ organisasi yang
bersangkutan maupun atas
prakarsa dari pejabat tersebut
(dari gol. karya). (Pasal 4 ayat
(2)).

¢. penggantian dilakukan
berdasarkan nama- nama yang
tercantum dalam daftar calon
organisasi/ golongan tersebut
(Pasal 43 ayat (2)).

Tahun 1999: Tidak diatur

Tidak diatur

Tidak diatur

Tahun 2003: UU No. 22 tahun
2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD,
dan DPRD, UU No. 31 Tahun
2002 tentang Partai Politik

Partai politik yang
bersangkutan. (Pasal 85 ayat
(2) huruf ¢ UU No. 22 Tahun
2003).

a. calon yang memperoleh
suaraterbanyak urutan
berikutnya dalam daftar
peringkat perolehan suara pada
daerah pemilihan yang sama

b. calon yang ditetapkan

43
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berdasarkan nomor urut
berikutnya dari daftar calon di
daerah pemilihan yang sama.
c. apabilacalon pengganti
sebagai mana dimaksud pada
huruf adan b mengundurkan
diri atau meninggal dunia,
digjukan calon pengganti pada
urutan peringkat perolehan
suara atau urutan daftar calon
berikutnya. (Pasal 86 ayat (1)).
d. Apabilatidak adalagi calon
dalam Daftar Calon Anggota
DPR pada daerah pemilihan
yang sama, calon pengganti
diambil dari Daftar Calon
Anggota DPR dari daerah
pemilihan yang terdekat dalam
provinsi yang bersangkutan;

e. Calon pengganti
sebagaimana dimaksud diatas
dikeluarkan dari Daftar Calon
Anggota DPR dari daerah
pemilihannya. (Pasal 86 ayat
2)).

f. Apabilatidak adalagi calon
dalam Daftar Calon Anggota
DPR dari daerah pemilihan di
provins yang sama, pengurus
partai politik yang
bersangkutan dapat

mengaj ukan calon baru yang
diambil dari Daftar Calon
Anggota DPR dari provinsi
yang terdekat. (Pasal 86 ayat

3)).
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2.4.2 Pengaturan dalam Peraturan Perundang- undangan

Kewenangan partai politik saat ini dalam mengusulkan pemberhentian dan
penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan (DPR)
adalah berdasarkan:

a UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD;

Di dadam Undang- Undang ini, periha Pemberhentian dan Penggantian
Antarwaktu diatur dalam Bagian kelima belas yaitu pada Pasal 213 ayat (2) huruf
e yaitu “anggota DPR diberhentikan antarwaktu apabila diusulkan oleh partai
politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.'™ Disamping itu,
pemberhentian sebagai anggota parta politik juga akan berdampak pada
pemberhentian seseorang sebagal anggota DPR. Pemberhentian yang diusulkan
oleh pimpinan parta politik ini meliputi pula bila anggotanya yang berada di DPR
meninggal dunia, mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana yang
diancam lima tahun penjara atau lebih yang dibuktikan dengan putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/ atau menjadi anggota partai
politik lain.

b. UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik
Di dalam UU Partai Politik, yang diatur adalah mengenai pemberhentian
seseorang dari keanggotaannya sebagal anggota partai politik. Berdasarkan Pasal
16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011, anggota partai politik ini diberhentikan
apabila:'®
1 Meninggal dunig;
2. Mengundurkan diri secaratertulis,
3. Menjadi anggota partai politik lain; atau
4. Melanggar AD dan ART
Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila anggota partai politik yang diberhentikan
adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, maka diikuti pula dengan

15 | ndonesia, UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, op. cit., Penjelasan Pasal 213
ayat (2) huruf e.

1% Indonesia, UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, op. cit.,
Psl. 16 ayat (1).
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pemberhentiannya dari lembaga perwakilan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang ada.

Sedangkan dalam Pasal 12 huruf g dan h UU nomor 2 Tahun 2008,
disebutkan bahwa partai politik memiliki hak untuk mengusulkan penggantian
dan pemberhentian antarwaktu anggotanya yang ada di lembaga perwakilan yaitu
DPR dan DPD sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Selain diatur dalam
Undang-Undang, masalah pemberhentian dan penggantian antarwaktu melalui
usulan partai politik ini juga dapat dilihat di dalam tata tertib DPR pada bab
keanggotaan.™’

2.4.3 Putusan M ahkamah Konstitusi
2.4.3.1 Putusan Nomor 008/PUU-1V/2006

Ketentuan mengena Recall atau yang oleh UU Partai Politik disebut
sebagal pergantian antarwaktu oleh partal politik sebelum masa jabatannya habis
telah digjukan pengujiannya ke Mahkamah Konstitus oleh salah satu anggota
DPR, yakni Djoko Edhi Soetjipto Abdurahman. Djoko Edhie menggjukan uji
materi khususnya terhadap ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf ¢ UU Nomor 22
Tahun 2003 tentang Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 2002
tentang Parpol yang diundangkan pada tanggal 31 Juli 2003. Pasal 85 ayat (1)
huruf ¢ UU Susduk menyatakan bahwa, “ Anggota DPR berhenti antarwaktu
karena: c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.” Sedangkan Pasal 12
huruf b UU Parpol menyatakan bahwa:**®

Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan
rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dari Ilembaga
perwakilan rakyat apabila:

b. diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan
karena melanggar anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga.

" DPRRI, “Tata Tertib DPR,” diakses dari http://dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-
tertib/bab-3, pada 05 Desember pukul 15.02.

18 | ndonesia, UU Partai Politik, UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Psl. 12
huruf b.
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Adapun beberapa argumentasi dari pemohon untuk mengajukan uji kedua pasal
tersebut terhadap UUD 1945 antaralain:**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf b UU
Nomor 22 Tahun 2003 dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun
2002 tentang Partai Politik, anggota DPR yang tidak memenuhi
syarat-syarat sebagai calon anggota DPR sebaga mana dimaksud
dalam undang-undang tentang Pemilihan Umum (termasuk
Pasal 62) diberhentikan sebelum masa jabatannya selesai
(penggantian antarwaktu), yang kewenangan
memberhentikannya merupakan otoritas Badan Kehormatan
DPR sebagaimana ketentuan Pasal 85 ayat (4) UU Nomor 22
Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan
bukan kewenangan Partai Politik.

2. Demikian juga Pasal 12 butir ¢ UU Nomor 31 Tahun 2002
tentang Partai Politik yang menyebutkan dapat diberhentikannya
anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan
rakyat apabila melakukan pelanggaran peraturan perundang-
undangan telah diakomodir oleh Pasal 85 ayat (2) huruf d dan
huruf e UU Nomor 22 Tahun 2003 yang kewenangan
pemberhentiannya merupakan kewenangan pemimpin DPR
sebagamana ketentuan Pasal 85 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun
2003, dan bukan kewenangan Parta Politik

3. Bahwa berdasarkan argumen-argumen di atas telah jelas dan
tegas bahwa ketentuan yang menyatakan “ Anggota DPR
berhenti antarwaktu karena:c. diusulkan oleh partai politik
yang bersangkutan” pada Pasal 85 ayat (1) huruf ¢ UU Nomor
22 Tahun 2003 tentang Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Nomor
31 Tahun 2002 tentang Partai Politik adalah merupakan kriteria
pemberhentian yang tidak terukur yaitu memberikan hak
subjektif kepada partai politik dan pengurus partai yang dapat
melahirkan kesewenang-wenangan partai politik terhadap
anggotanya yang menjadi anggota DPR tetapi tidak sejalan atau
berbeda pendapat daam menyampaikan atau menyuarakan
aspirasi konstituen atau rakyat pemilih, bahkan dapat terjadi
karena adanya perasaan suka dan tidak sukadari Pengurus Partai
Politik terhadap anggotanya yang menjadi anggota DPR karena
berlaku/bersuara vokal dan/ atau mencoba membeberkan hal-hal
buruk yang menyentuh pribadi Pengurus Partai Politik yang
bersangkutan;

4. Bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (1) huruf ¢ UU Nomor 22 Tahun
2003 dan Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang
Partai Politik ini lebih jauh akan berwujud menjadi suatu

19 M. Hadi Shubhan, op. cit., him. 32- 33.
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tindakan yang melawan asas demokrasi, membatasi hak-hak
anggota DPR dalam memberikan pertanggungjawaban mora
dan politik kepada konstituen dan mengebiri hak politiknya
daam menjalankan tugas yang diemban dari konstituennya,
serta melawan asas kepastian hukum karenanya ketentuan
tersebut bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2), Pasal
28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD 1945.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk

menolak secara kesel uruhan dengan &l asan- alasan sebagai berikut:'*

1. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan adanya Pasal
85 ayat (1) huruf ¢ UU Susduk, dan Pasal 12 huruf b UU Parpol
tidak menghilangkan hak setiap orang sebagai mana dijamin oleh
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945. Hak untuk memperjuangkan
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan
negara tidaklah dimakna sebagai hak bagi setiap orang untuk
menjadi anggota DPR atau terus-menerus menjadi anggota
DPR. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat dalam sistem
ketatanegaraan yang dibangun oleh UUD 1945. Apabila Pasa
28C ayat (2) UUD 1945 ditafsirkan sebagal hak untuk menjadi
anggota DPR justru akan mempersempit makna Pasal 28C ayat
(2) tersebut, karena hak tersebut menjadi hanya dimiliki oleh
sedikit orang, yaitu hanya sejumlah anggota DPR sgja. Pasa
28C ayat (2) dimaksudkan memberikan hak kepada setiap orang
secara bebas bersama-sama dengan orang lain (kolektif) untuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan demikian
dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf ¢
UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol bertentangan
dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan karena
pemohon tidak kehilangan haknya untuk memajukan dirinya
dadam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk
membangun masyarakat, bangsa dan negaranya yang dijamin
oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

2. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa hak recall pada
hakikatnya tidaklah bertentangan dengan demokrasi tetapi justru
dimaksudkan untuk tetap menjaga adanya hubungan antara yang
diwakili dengan yang mewakili. Dalam praktek demokrasi
perwakilan dapat terjadi berbagai varias penggunaan hak recall.
Ha tersebut tidaklah berarti menghilangkan makna sistem
demokrasi perwakilan. Apabila daam praktek terjadi

1201 bid., him. 36- 37.
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penyimpangan penerapan hak recall maka ha demikian
bukanlah kesalahan sistem sehingga bukan sistem yang harus
dikorbankan melainkan prakteknyalah yang perlu diperbaiki.

2.4.3.2 Putusan Nomor 38/PUU-VI111/2010

Kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian dan
penggantian antarwaktu anggota DPR masih seringkali diperdebatkan. Tidak
sedikit pihak yang menganggap hak partai politik tersebut sudah tidak perlu lagi
diberikan mengingat saat ini sistem pemilihan anggota DPR telah banyak
berubah. Salah satunya adalah dilaksanakannya pemillihan secara langsung
dengan menggunakan sistem proporsional’** terbuka dengan suara terbanyak
dimana beberapa pihak menganggap bahwa kewenangan untuk memberhentikan
tidak lagi oleh partai politik melainkan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Permasalahan ini akhirnya digiukan ke Mahkamah Konstitus dimana pemohon
pada saat itu (Lily Wahid) menganggap bahwa hak konstitusionalnya berpotensi
dirugikan dengan adanya pengaturan dalam UU yaitu UU Nomor 27 Tahun 2009
dan UU Nomor 2 Tahun 2008 dimana dengan adanya ketentuan tersebut akan
dijadikan dasar oleh parta politik untuk memberhentikan pemohon sebagai
anggota DPR.

Adapun pasal yang digjukan untuk dilakukan pengujian adalah Pasal 213
ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 yang menyatakan:*#

Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, apabila:

e. diusulkan oleh partai politiknya sesua dengan peraturan
perundang- undangan.

h. diberhentikan sebagai anggota parta politik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

121 Sistem proporsional adalah sistem dimana kursi yang tersedia di parlemen (lembaga
perwakilan) yang diperebutkan dalam pemilihan umum, dibagikan kepada partai-partai/ golongan-
golongan politik yang ikut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbangan suara yang
diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan (lihat buku Pemilu dan Partai Politik di
Indonesia karangan Abdul Bari Azed dan Makmur Amir him. 178).

122 Indonesia, UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, op. cit., Psl. 213 ayat (2) huruf e
dan huruf h.
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dan ketentuan Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 yang menyatakan: '

Partai politik berhak:

g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan peraturan perundangundangan.

h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstituss memutuskan bahwa partai politik tetap
memiliki kewenangan sebagai mana yang diberikan dalam Undang- Undang dalam

mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk

di DPR. Adapun pertimbangan mahkamah yaitu:***

a Bahwa kebebasan menyatakan pendapat serta kebebasan
berkumpul dan berserikat telah dijamin baik dalam konstitus
negara-negara demokrasi di dunia, maupun dalam berbagai
instrumen hukum internasional. Partai politik dalam ha ini
merupakan salah satu bentuk organisas sebagal wahana
pelaksanaan kebebasan mengeluarkan pendapat serta hak
berkumpul dan berserikat.

b. Kedudukan partai politik sebagai sebuah infrastruktur politik
daam negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan
untuk menjalankan fungsi dan perannya sebagal bagian dari
demokrasi.

c. Bahwa keinginan untuk memberdayakan partai politik telah
tercermin dalam Perubahan UUD 1945. Salah satu upaya dalam
rangka memberdayakan parta politik adalah dengan
memberikan hak atau kewenangan kepada partai politik untuk
menjatuhkan tindakan dalam menegakkan disiplin terhadap para
anggotanya, agar anggota berskap dan bertindak tidak
menyimpang, apalagi bertentangan dengan  Anggaran

123 Indonesia, UU Partai Politik No. 31 Tahun 2002, op. cit., Psl. 12 huruf g dan huruf h.
124 Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-
Undang, Putusan MK Nomor 38/PUU-V111/2010.
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Dasar/Anggaran Rumah  Tangga (AD/ART),  serta
kebijaksanaan, dan program kerja yang digariskan oleh partai
politik yang bersangkutan. Hal ini adalah konsekuensi logis dari
seseorang yang menjadi anggota suatu organisasi, dalam hal ini
organisasi partai politik. Penegakan disiplin partai sangat
menentukan dalam mewujudkan program kerja partai yang telah
ditawarkan oleh partai politik tersebut dalam kampanye
pemilihan umum. Selain itu, disiplin parta juga sangat
diperlukan dalam membangun dan memantapkan tradisi partai.

d. Pasal 22B UUD 1945 memungkinkan pemberhentian anggota
DPR dari jabatannya yang syarat-Syarat dan tata caranya diatur
dalam Undang-Undang; menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945,
peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai
politik. Oleh karena peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD
adalah partai politik dan tak seorang pun dapat menjadi anggota
DPR/DPRD tanpa melaui partai politik maka menjadi wajar
dan proporsiona jika partai politik diberi wewenang untuk
melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR

e. Bahwa seorang warga negara yang memilih dan bergabung
dalam parta politik tertentu dengan sendirinya secara sukarela
menundukkan diri, terikat, dan menyetujui AD/ART partai
politik yang bersangkutan. Setiap anggota DPR yang mewakili
parta politik harus memiliki integritas yang baik pula, dan pada
gilirannya harus memberikan pertanggungjawaban
(akuntabiltas) sampai sgauh mana komitmen dan kinerjanya.
Anggota DPR dicalonkan oleh partai tertentu, dengan demikian
merupakan representasi partai politik di DPR. Dalam rangka
menegakkan otoritas dan integritas partai politik, maka partai
politik dapat mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk
memberhentikan (recall) dan melakukan PAW terhadap anggota
parta polittk yang menjadi anggota DPR, karena dianggap
melanggar AD/ART. Jika partai politik tidak diberi wewenang
untuk menjatuhkan sanks (tindakan) terhadap anggotanya yang
menyimpang dari AD/ART dan kebijaksanaan partai, maka
anggota partai bebas untuk berbuat semena-meng;

f. Bahwa meskipun partai politik berwenang melakukan PAW
bagi anggotanya yang bertugas sebagal anggota DPR/DPRD
namun di daam peaksanaannya haruslah sesua dengan
ketentuan Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) dan
AD/ART partai politik yang bersangkutan, sehingga tidak boleh
dilakukan dengan sewenang-wenang atau dengan cara
melanggar hukum.

Adanya hak yang diberikan pada parta politik daam melakukan

pemberhentian dan/ atau penggantian antarwaktu memang memiliki dua sisi yang
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dilematis. Di satu sis hak yang dimilik oleh partai politik ini dapat
disalahgunakan oleh partai politik yang bersangkutan sehingga anggota yang
duduk di lembaga perwakilan menjadi terbatasi dalam mengemukakan ataupun
ketika akan mengambil tindakan yang sekiranya bertentangan dengan
kebijakan/keputusan partai. Di sisi lain apabila partai politik tidak memiliki hak
tersebut, maka dikhawatirkan tidak adanya sarana untuk menindak anggotanya
yang bertindak di luar batas atau melanggar garis kebijakan partai yang mana bisa
mencoreng nama baik partai politik tersebut dan bahkan dapat pula mengancam
kredibilitas DPR sebagal lembaga yang menanunginya. Penulis dalam ha ini
berpendapat bahwa  hak parta politik untuk melakukan pemberhentian
antarwaktu dan penggantian antarwaktu ini masih diperlukan dan sesuai dengan
mekanisme pemilihan yang digunakan di Indonesia yaitu anggota DPR digjukan
oleh partai sehingga sudah sewgarnya partai memiliki hak untuk menindak
anggotanya yang terpilih sebagai wakil di DPR vyaitu salah satunya dengan
melakukan penggantian antarwaktu tersebut yang pel aksanaannya haruslah sesuai

dengan peraturan perundang- undangan dan bukan sekedar politisasi belaka.
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31

BAB 3

MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

M ekanisme Pember hentian Anggota DPR

Dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2

Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 213 ayat (1), disebutkan bahwa anggota

DPR berhenti antarwaktu dikarenakan:®

a
b.

C.

Meninggal duniga;
Mengundurkan diri; atau
Diberhentikan.

Anggota DPR akan diberhentikan apabila:**°

Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan
berturut- turut tanpa keterangan apapun;

. Melanggar sumpah/ janji jabatan dan kode etik DPR;
. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat alat

kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewgjibannya
sebanyak 6 (enam) kali berturut- turut tanpa alasan yang sah;

. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan

perundang- undangan;

. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesual

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai
pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;

. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam

undang- undang;

. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan; atau

i. Menjadi anggota partai politik lain.

125 Indonesia, UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, op. cit., Psl. 213 ayat (1).
126 1pid., Pdl. 213 ayat (2).
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3.1.1 Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR

Secara garis besar, pemberhentian antarwaktu anggota DPR karena
diberhentikan dapat dilakukan melalui keputusan Badan Kehormatan dan/ atau
melalui usulan partai politik.

A. Pemberhentian Antarwaktu oleh Badan K ehor matan

Pemberhentian antarwaktu oleh Badan Kehormatan adalah pemberhentian
yang dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikas yang dituangkan
dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR,
masyarakat, dan/ atau pemilih. Pengaduan dalam hal ini adalah yang berkaitan

dengan dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR yaitu bila

anggota tersebut: ™’

b. Tidak melaksanakan kewajiban sebgaimana dimaksud dalam
undang- undang;

c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagai anggota DPR RI selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut tanpa alasan yang sah,

d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat aat
kelengkapan DPR RI yang menjadi tugas dan kewajibannya
sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan
jelas;

e. Tidak lagi memenuhi syarat sebaga calon anggota DPR RI
sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai
pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD; dan/atau

f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam
undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Tata
Tertib dan Kode Etik.

Sedangkan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran
yang dilakukan oleh anggota DPR yang berupa:*®

27 DPR RI, Peraturan DPR Rl Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRRI,
Peraturan DPR RI No. 02 Tahun 2011, Psl. 2.
128 | 1id. P, 3 ayat (1).
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a. Ketidakhadiran daam ragpat DPR Rl yang menjadi
kewajibannya;

b. Tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-
undangan;

c. Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib yang sudah
tersiar di beberapa media cetak dan/atau el ektronik; dan

d. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5
(lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang
berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisdje/ final and
binding).

Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan ini dilaksanakan
berdasarkan: >
a Hasll verifikas terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan;
b. Usulan anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan.
Pengaduan kepada Badan Kehormatan ini dapat disampaikan oleh Pimpinan
DPR,*® setiap orang, kelompok atau organisasi.*** Hal ini tentunya diperlukan
mengingat DPR sebagal lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat walaupun
mekanisme pemilihan yang ada tetap melalui partai politik, sehingga tidak
menghilangkan peran masyarakat untuk turut serta menjaga dan memberikan
masukan demi terwujudnya kewibawaan dan profesionalitas sebuah lembaga
perwakilan rakyat.
Terkait Kode Etik, DPR telah mengatur hal tersebut dalam Peraturan DPR
No. 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik. Kode Etik DPR ini meliputi:
1. Mementingkan kepentingan umum, anggota DPR haruslah
mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi,
partai politik dan/atau golongan, melaksanakan tugasnya secara adil,

29 1bid., Pd. 3 ayat (2).

130 Pengaduan yang disampaikan oleh Pimpinan adalah pengaduan yang berasal dari
anggota DPR dan/atau masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan DPR No.
02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR.

31 DPR RI, Peraturan DPR RI Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRRI, op.
cit., Pdl. 6 ayat (1).
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dan mempergunakan kekuasaannya demi kepentingan rakyat serta

mempertahankan keutuhan dan kedaulatan rakyat.*

. Integritas, sebagai anggota DPR haruslah menghindari perilaku yang

tidak pantas dan dapat merendahkan citra dan kehormatan dirinya
maupun wibawa lembaga yang menaunginya yaitu DPR.*

. Objektivitas, objektivitas disini misalnya dalam hal hubungan dengan

mitra kerja ataupun hak yang dimilikinya dalam mengambil keputusan,
seorang anggota DPR  tidak  boleh  bertindak  untuk
kepentingan/keuntungan dirinya sendiri/golongan misalnya untuk
mendapatkan gratifikasi, hadiah dan lainnya.***

. Akuntabilitas, anggota DPR bertanggung jawab atas keputusan dan

tindakan yang diambilnya dalam rangka menjalankan tugas dan
wewenangnya demi kepentingnan negara, anggota DPR juga harus
bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan konstituennya. Selain itu
aspirasi masyarakat/ konstituen harus diperjuangkan dengan sebaik-

baiknya.**

. Keterbukaan, anggota dalam menyampaikan pendapatnya dalam rapat,

konsultas harus sesuai denga kapasitasnya dan harus mampu
memberikan penjelasan ketika masyarakat meminta yang dalam hal ini
berkaitan dengan tugas dan wewenangnya sebagal anggota DPR

ataupun pimpinan di DPR.**®

. Rahasia, anggota wajib menjaga rahasia sampai batas waktu yang telah

ditetapkan yang memang belum waktunya dibuka untuk umum.**’

. Kgujuran dan kedisiplinan, apabila ada kepentingan pribadi dalam

suatu maslah yang sedang dibahas di DPR, maka anggota yang
bersangkutan harus menyampaikannya secara jujur. Selain itu anggota

32 DPR RI, Peraturan DPR RI Tentang Kode Etik, Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011,
Pd. 2.

133 DPR RI, Peraturan DPR RI Tentang Kode Etik, Ibid. Psl 3.

3% |bid. Pd 4.

35 | bid. Pl 5.

38 1bid. Pd 6.

37 | bid. P 7.
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wajib memenuhi kewsgjibannya untuk datang rapat-rapat atau
pertemuan lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.**®

8. Kepemimpinan, salah satunya adalah seorang anggota harus dapat
menjaga kemagjemukan yang ada di masyarakat, tidak berprasangka
buruk pada suatu golongan dan ha lainnya yang dapat merusak
wibawa |embaga yang menaunginya.**

9. Perjalanan dinas, anggota DPR melakukan perjalan dinas dengan benar
sesual dengan peraturan yang ada dan anggaran yang tersedia dengan
sebenar-benarnya '

Pelanggaran terhadap kode etik dapat melalui pengaduan dan/atau tanpa
pengaduan sesual dengan ketentuan yang berlaku.

Badan Kehormatan dalan menjalankan fungsi dan tugasnya, dapat
memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan
ataupun pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan berdasarkan kelengkapan
data dan/atau bukti-bukti pengaduan yang disampaikan.*** Apabila diputuskan
bahwa Badan Kehormatan akan menindaklanjuti pengaduan yang ada, maka
materi pengaduan disampailkan kepada Teradu (calon anggota yang akan
diberhentikan antarwaktu) dan pimpinan fraksi Teradu dengan surat resmi paling
lambat 10 (sepuluh) hari sgjak diputuskan untuk menindaklanjuti pengaduan yang
ada.’** Setelah itu barulah akan diadakan sidang pertama oleh pimpinan Badan
Kehormatan paling lambat 10 (sepuluh) hari sgjak pengaduan diputuskan untuk
ditindaklanjuti.*®

Dalam sidang yang diadakan oleh Badan Kehormatan ini sifatnya tertutup
dan pihak yang bersangkutan dalam hal ini teradu harus bertindak atas dirinya
sendiri dan tidak dapat memberikan kuasa kepada pihak lain. Tahapan dalam
sidang yang dilakukan oleh Badan K ehormatan ini adalah meliputi:***

38 |pid. P4l 8.

9 1pid. Pl 9.

“O1pid. Pdl 10.

I DPR RI, Peraturan DPR RI Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRRI, op.
cit., Pd. 13 ayat (1) dan (2).

¥2hid., Pd. 13 ayat (3).

3 1bid., Psl. 16 ayat (1).

“ DPR RI, Peraturan DPR Rl Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRRI, op.
cit., Pd. 14 ayat (1).
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a. Mendengarkan pokok permasalahan yang digukan oleh
Pengadu; '

b. Mendengarkan keterangan Teradu,

c. Memeriksaaat bukti; dan

d. Mendengarkan pembelaan Teradu.

Adapun tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Badan Kehormatan diatur di
daam Peraturan DPR No. 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara badan
Kehormatan DPR sebagai berikut:

1

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai
mufakat. Apabila musyawarah tersebut tidak terpenuhi maka pengambilan
keputusan adalah dengan berdasarkan suara terbanyak.**°

Keputusan diambil didasarkan atas:

a. Asaskepatutan, moral, dan etika;

b. Faktadalam hasil sidang Badan Kehormatan;

c. [Faktadalam pembuktian;

d. Faktadalam pembelaan; dan

e. TataTertib dan Kode Etik.**’

Rapat Badan Kehormatan dihadiri oleh lebih dari %% (satu perdua) jumlah
anggota Badan Kehormatan dan terdiri atas lebih dari %2 (satu perdua)
jumlah fraks pada Badan Kehormatan. Penundaan rapat hanya bisa
dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam tenggat waktu masing-masing
tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Apabila setelah penundaan
kuorum belum tercapai, maka cara penyelesaian kuorum diserahkan pada
pimpinan DPR.*

Keputusan rapat Badan Kehormatan berlaku sgak diputuskan dan tidak
dapat diubah, bersifat final dan mengikat.'*

145 Apabila pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran yang tidak memerlukan

pengaduan maka bagian ini tidak perlu dilakukan.

%6 DPR RI, Peraturan DPR Rl Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRRI, op.

cit., Pd 35 ayat (1) dan (2).

¥ 1bid., Pl. 31 ayat (1).
%8 |bid., Pd. 34.
9 |pid., Pd. 37.
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5. Isi dari amar putusan adalah menyatakan teradu tidak terbukti melanggar
atau menyatakan teradu terbukti melanggar.
Dalam hal anggota yang menjadi teradu terbukti melakukan pelanggaran

dan sanks yang diberikan adalah pemberhentian sebgaai anggota DPR, maka

mekanisme yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:***

1. Pemberhentian anggota DPR tersebut dituangkan dalam
keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari
pimpinan DPR, masyarakat, dan/ atau pemilih.

2. Keputusan badan Kehormatan DPR mengena pemberhentian
anggota DPR kemudian dilaporkan oleh Badan Kehormatan
kepada pimpinan DPR yang dibacakan dalam rapat paripurna
Keputusan tersebut kemudian ditembuskan kepada pimpinan
fraks selambat-lanbatnya 5 (lima) hari sgak tanggad
ditetapkannya keputusan.*>

3. Pimpinan DPR menyampaikan keputusan badan Kehormatan
DPR kepada pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari
sgjak dilaporkan dalam rapat paripurna.

4. Keputusan pemberhentian anggota yang disampaikan kepada
pimpinan partai kemudian disampaikan oleh pimpinan partai
kepada pimpinan DPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

5. Dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan
pemberhentian Badan Kehormatan tersebut, maka pimpinan
DPR meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPR tersebut
kepada Presiden untuk memperol eh peresmian pemberhentian.

6. Paling lama 14 (empat belas) hari sgjak diterimanya keputusan
Badan Kehormatan DPR atau keputusan pimpinan partai politik
tentang pemberhentian anggotanya dari pimpinan DPR, Presiden
meresmikan pemberhentian tersebut.

B. Pemberhentian Antarwaktu Atas Usulan Partai Politik

Pemberhentian yang dilakukan melalui usulan partai politik adalah apabila

anggota DPR yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri.

%0 1bid., Pdl. 38 ayat (1).

! Indonesia, UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, op. cit., Pl. 215.

52 DPR RI, Peraturan DPR RI Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRRI, op.
cit., Pd. 45 ayat (1).
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Disamping itu anggota DPR juga diberhentikan melalui usulan partai politik
dalam hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap atas tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih,
diberhentikan sebagai anggota partai politiknya dan apabila menjadi anggota dari
partai politik lain.>

Dalam hal anggota DPR diberhentikan melalui usulan partai politiknya
dan anggota tersebut tidak berkenan atau keberatan, maka ada mekanisme yang
terlebih dahulu dijalankan yaitu melalui penyelesaian perselisihan partai oleh
internal partai politik tersebut sebagaimana diatur daam AD dan ART.
Penyelesaian perselisihan internal partai politik ini dilakukan oleh suatu
Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditentukan oleh partai politik
yang bersangkutan. Adapun penyelesaian perselisihan internal partai politik ini
harus diselesaikan dalam jangkawaktu paling lambat 60 (enam puluh) hari.™

Putusan Mahkamah Partai Politik ini bersifat final dan mengikat secara
internal dalam hal yang berkenaan dengan kepengurusan. Sedangkan perselisihan
diluar masalah kepengurusan, masih dimungkinkan  untuk  digukan
penyelesaiannya melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri terhadap
penyelesaian perselishan internal partai politik adalah putusan tingkat pertama
dan terakhir dan dapat digjukan kasasi kepada Mahkamah Agung.™™ Adapun
jangkawaktu penyelesaian perkara yang diatur adalah:**°
a Paling lama 60 (enam puluh) hari oleh pengadilan negeri segjak gugatan

perkaraterdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri; dan
b. Oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sgjak memori

kasas terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Tata cara pemberhentian antarwaktu anggota DPR melalui usulan partai
politik diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD, yaitu:*>’

153 bid., Pdl. 213 ayat (2) dan Pdl. 214.

> Indonesia, UU Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, UU
Nomor 2 Tahun 2011, LN No. 8 Tahun 2011, TLN No. 5189, Pdl. 32.

5 1pid., Pl. 33 ayat (2).

1 1pid., Pl. 33 ayat (3).

7 Indonesia, UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, op. cit., (2) dan (3).
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a. Anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dalam hal terdapat
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang
menyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana yang
diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diberhentikan
sebagal anggota dari partai politik yang bersangkutan ataupun
menjadi anggota dari partai politik lain, maka pemberhentian
diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR
dengan tembusan kepada Presiden.

b. Paing lama 7 (tujuh) hari sgak diterimanya usulan
pemberhentian dari pimpinan partai politik, pimpinan DPR
menyampalkan usulan tersebut kepada Presiden untuk
memperoleh peresmian pemberhentian.

c. Peresmian pemberhentian sebagal anggota DPR diresmikan oleh
Presiden paling lama 14 (empat belas) hari sgjak diterimanya
usulan pemberhentian tersebut dari pimpinan DPR.

3.1.2 Hal Yang Menjadikan Seorang Anggota Tidak Dapat Diberhentikan

Antarwaktu

Sebagal anggota DPR, seseorang dituntut untuk dapat bekerja sebaik
mungkin dengan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan
pribadi dan golongan. Dalam prosesnya, seringkali seseorang memiliki pendapat
dan pertimbangannya sendiri yang mungkin sgja tidak segjalan atau bahkan
bertentangan dengan kebijakan partainya. Untuk itu, uu telah mencoba mengatasi
hal tersebut yakni melalui keberadaaan hak imunitas. Hak imunitas tersebut diatur
dalam UU No. 27 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa anggota DPR mempunyai
hak imunitas.”® Terkait dengan pemberhentian antarwaktu, dengan adanya hak
imunitas ini maka anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan,
pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR
maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungs serta tugas dan
wewenang DPR.™® Keberadaan hak imunitas ini sendiri telah mengalami
perkembangan dimana pada tahun 2003 hak tersebut diberikan hanya sebatas
memberikan jaminan agar anggota DPR tidak dapat dituntut di muka pengadilan
karena pernyataan dan pendapat yang disampaikannya dalam rapat-rapat DPR

dengan pemerintah dan rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan

138 | bid., Psl. 78 huruf f.
9 1pid., Psl. 196 ayat (3).
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perundang-undangan.

Perbandingan mengenai pengaturan hak imunitas dalam

UU No. 22 Tahun 2003 dan UU No. 27 Tahun 2009 dapat dilihat pada tabel di

bawah ini:

Perbandingan Pengaturan Hak Imunitas Anggota DPR Berdasarkan U

Tabel 3.1

161
U

Subyek UU No. 22 Tahun 2003 UU No. 27 Tahun 2009
tentang Susunan dan tentang MPR, DPR, DPD
Kedudukan MPR, DPR, DPD | dan DPRD
dan DPRD

K eberlakuan Hanya untuk pernyataan, Untuk pernyataan, pertanyaan

pendapat yang disampaikan
dalam rapat-rapat DPR dengan
pemerintah dan rapat-rapat
DPR lainnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan

dan/atau pendapat yang
disampaikan di dalam maupun
di luar rapat DPR yang
berhubungan dengan tugas dan
wewenang DPR

Mengenai Penggantian
Antarwaktu

Tidak diatur, hak imunitas
hanya agar anggota yang
bersangkutan tidak dapat
dituntut di pengadilan

Selain tidak dapat dituntut di
pengadilan, anggota juga tidak
dapat diganti antarwaktu

Dalam pelaksanaannya tentu harus mellihat kembali kepada pelaksanaan di
masing-masing partai. Walaupun uu sudah menggariskan demikian, tidak akan
banyak membantu bila anggota tersebut kemudian dijerat dengan dalih tidak
mematuhi AD/ART, kebijakan partai dan lain sebagainya. Setidaknya dengan ada
pengaturan ini, seorang anggota masih dapat melakukan pembelaan kalaupun
nantinya ia akan diberhentikan antarwaktu karena permasalahan perbedaan

pendapat tersebut.

1% | ndonesia, UU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU
No. 22 Tahun 2003, LN No. 92 tahun 2003, TLN No. 4310, Penjelasan Pdl. 28 huruf f.

181 YU yang digunakan adalah UU No. 22 Tahun 2003 yaitu Pasal 28 huruf f dan
penjelasannya, sedangkan pada UU No. 27 Tahun 2009 yaitu Pasal 78 huruf f dan Pasal 196 ayat

@A).
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3.2 Mekanisme Penggantian Antarwaktu

Perihal penggantian waktu diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 Pasal
217 yaitu terkait dengan calon anggota DPR yang berhak menggantikan anggota
yang diberhentikan antarwaktu yaitu yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama
pada daerah pemilihan yang sama.

Calon anggota yang dapat digjukan untuk menggantikan anggota DPR
yang diberhentikan antarwaktu adal ah:
A. Dalam hal calon anggota pengganti masih dalam daerah pemilihan yang

sama; 1%

1. Cadon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai
politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

2. Apabila calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak
urutan berikutnya tersebut meninggal dunia, mengundurkan diri
atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR,
maka digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh
suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama
pada daerah pemilihan yang sama.

3. Apabila terdapat dua atau lebih calon pengganti antarwaktu
anggota DPR memiliki jumlah suara sah yang sama pada satu
daerah pemilihan, nama calon pengganti antarwaktu anggota
DPR yang mempunya dukungan suara yang lebih merata
penyebarannya di daerah pemilihan yang bersangkutan (yaitu
apabila suara tersebut tersebar lebih banyak pada jumlah
kabupaten/ kota pada daerah pemilihan tersebut) ditetapkan
sebagal calon pengganti antarwaktu.

4. Apabila jumlah sebaran suara calon pengganti antarwaktu
anggota DPR pada kabupaten/ kota masih sama, calon pengganti
antarwaktu yang memiliki selisih suara paling kecil antara satu
kabupaten/ kota dengan kabupaten/ kota lain pada daerah
pemilihan tersebut ditetapkan sebagai calon pengganti
antarwaktu.

182 K PU, Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti
Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009, op. cit., Pdl. 13 dan Pd. 14.
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B. Dalam ha calon anggota pengganti tidak berasal dari daerah pemilihan

yang sama:

.163

1. Apabila di daerah pemilihan anggota yang diganti antarwaktu

tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu dan pada provins
tersebut terbagi lebih dari satu daerah pemilihan, nama calon
pengganti antarwaktu anggota DPR diambil dari Daftar Calon
Tetap (DCT) anggota DPR pada daerah pemilihan lain yang
wilayahnya berbatasan langsung secara geografis dalam satu
provins.

Apabila seluruh daerah pemilihan pada provinsi sebagaimana
dimaksud diatas, tidak ada lagi calon pengganti antarwaktu
anggota DPR, nama calon pengganti antarwaktu anggota DPR
diambil dari DCT anggota DPR pada daerah pemilihan lain yang
wilayah provinsinya berbatasan |langsung secara geografis.**
Apabila daerah pemilihan sebagaimana dimaksud, tidak ada lagi
calon pengganti antarwaktu anggota DPR, dan pada provinsi
tersebut berdiri sebagal satu daerah pemilihan, maka nama calon
pengganti antarwaktu anggota DPR diambil dari DCT anggota
DPR pada daerah pemilihan lain yang wilayah provinsinya
berbatasan |angsung secara geografis.*®

Daam ha seluruh calon pengganti antarwaktu anggota DPR tidak memperoleh

suara sah pada daerah pemilihan, nama calon pengganti antarwaktu akan

diusulkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang diambilkan dari DCT
anggota DPR pemilu tahun 2009.%
KPU akan menerima nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu

ini dari pimpinan DPR untuk kemudian melakukan verifikas terhadap calon

pengganti berdasarkan ketentuan yang ada. Apabila telah selesai dilakukan

verifikasi, KPU akan memberikan nama calon pengganti tersebut kepada

" bid., Pl. 16.
184y ang dimaksud adalah daerah pemilihan yang suara calon pengganti antarwaktu
paling banyak diantara daerah pemilihan lain yang juga berbatasan langsung dengan daerah

pemilihan tersebut.

1% Dalam hal ini adalah daerah pemilihan dan atau provinsi yang suara calon pengganti
antarwaktu paling banyak diantara daerah pemilihan dan atau provinsi yang juga berbatasan
langsung dengan daerah pemilihan tersebut.

186 KPU, op. cit., Pl. 15.

64 Universitas Indonesia

Analisis pemberhentian ..., Yustina Sari, FH Ul, 2011



pimpinan DPR. Nama calon pengganti yang telah diberikan kepada pimpinan
DPR bisa sajamenjadi batal yaitu apabila yang bersangkutan:*’

a. meninggal dunig;

b. mengundurkan diri;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pemilihan umum angggota DPR,;

e. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan atau;

f. menjadi anggota partai politik lain.

Akan tetapi, dengan adanya perubahan yang diatur dalam Peraturan KPU No. 2
Tahun 2011, seorang calon pengganti yang telah dinyatakan bersalah yang
dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memeperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih masih bisa ditetapkan sebaga calon pengganti antarwaktu

yaitu apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:'®®

a. Melampirkan surat keterangan dari lembaga permasyarakatan
tempat yang bersangkutan menjalani pidana penjara dan telah
menjaani hukuman serta sudah memenuhi jangka waktu paling
sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan pengajuan penggantian
antarwaktu dari parta politik kepada pimpinan DPR;

b. Surat pernyataan dari calon yang bersangkutan secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan narapidana yang dimuat dalam surat kabar
lokal/nasional disertai dengan surat keterangan pimpinan surat
kabar yang menerangkan tentang dimuatnya pernyataan yang
bersangkutan; dan

187 K PU, Perubahan atas Peraturan KPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis
Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun
2009, Peraturan KPU No. 2 Tahun 2011, Pdl. 20.

1%8 | bid., Psl. 21 ayat (3a).
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c. Surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa yang
bersangkutan mempunya kelakuan baik dan tidak melakukan
kejahatan yang berulang-ulang.

Dalam hal calon pengganti antarwaktu anggota DPR diberhentikan sebagai
anggota partai politik, maka harus dibuktikan dengan surat keputusan
pemberhentian dari pimpinan parta  politik yang bersangkutan yang
ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dan/atau
salinan putusan Mahkamah Partal Politik, putusan Pengadilan Negeri atau putusan
Mahkamah Agung. Apabila calon pengganti yang diberhentikan tersebut masih
dalam proses mengajukan keberatan baik itu dalam lingkup Mahkamah Partai
Politik maupun telah sampal pada proses di Pengadilan Negeri dan Mahkamah
Agung, maka nama calon pengganti antarwaktu tersebut tetap diserahkan kepada
pimpinan DPR dengan menyertakan penjelasan/bukti tertulis bahwa calon
pengganti yang bersangkutan sedang mengajukan proses keberatan. Apabila yang
bersangkutan kemudian telah benar- benar diberhentikan dari keanggotaannya di
parta politik yang dibuktikan dengan keputusan Mahkamah Partai Politik ataupun
putusan Pengadilan Negeri dan/atau Putusan mahkamah Agung, maka caon
pengganti tersebut tidak dapat ditetapkan sebgai pengganti antarwaktu.'®

Daam hal nama calon pengganti antarwaktu yang diberhentikan oleh
partai politiknya telah diserahkan kepada pimpinan DPR, maka pimpinan partai
politik memberitahukan perihal tersebut kepada pimpinan DPR. Pimpinan DPR
kemudian menyampaikan kepada KPU untuk dilakukan perubahan terhadap nama
caon pengganti. KPU dalam ha ini akan mengubah penetapan nama calon
pengganti antarwaktu yang bersangkutan dan diserahkan kembali kepada
pimpinan DPR untuk diresmikan sebagai anggota DPR yang baru dengan
merevisi Keputusan Presiden.*”

Masa jabatan anggota pengganti antarwaktu adalah hanya melanjutkan

sgja sisa masa jabatan anggota yang digantikan.}™* Disamping itu, yang patut

9 |bid., Pd. 21A, Psl. 22A, dan PSl. 22B.

% |pid., Pd. 22C.

11 K PU, Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti
Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009, op. cit., Pdl. 3.
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diperhatikan adalah penggantian antarwaktu ini tidak dapat dilakukan apabila sisa
masa jabatan anggota yang diganti adalah kurang dari 6 (enam) bulan dari 5 (lima)
tahun masa jabatan sebagai anggota DPR yang ditetapkan dalam undang-
undang.'"

Daam pelaksanaannya, terkadang muncul permasalahan ketika parta
politik menghendaki calon tertentu sebagai calon pengganti antarwaktu dan
bukannya memilih calon yang memilliki urutan suara terbanyak berikutnya dalam
daftar peringkat perolehan suara. Hal ini seperti terjadi dalam kasus Syaiful Islam
yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam pemilihan anggota DPR
tahun 2009 lalu, Syaiful Islam mendapatkan dukungan sebesar 19.000 suara,'™
dimana ia menjadi calon pengganti antarwaktu setelah Suharna Surapranata
terpilih menjadi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek). Akan tetapi, partai
memiliki kebijakan lain yaitu yang akan menjadi anggota DPR pergantian
antarwaktu (PAW) dari Kota Bandung dan Kota Cimahi (daerah pemilihan saat
itu) adalah mantan Ketua Serikat Pekerja PT DI, Arief Minardi, yang suaranya
adalah dibawah Syaiful 1slam. Berdasarkan peraturan yang ada hal ini sebenarnya
tidak dimungkinkan selama calon dengan suara terbanyak urutan berikutnya
masih memenuhi persyaratan sebagal calon anggota DPR, atau yang bersangkutan
tidak meninggal dunia, ataupun mengundurkan diri. Satu-satunya cara yang dalam
hal ini juga dilakukan oleh PKS adalah dengan melakukan pemberhentian
terhadap calon pengganti antarwaktu tersebut, dalam hal ini Syaiful 1slam. Syaiful
Islam akhirnya diberhentikan karena dianggap tidak mematuhi kebijakan partai.
Dalam hal dilakukan pemberhentian, calon pengganti antarwaktu tersebut tetap
dapat melakukan pembelaan sesuai dengan peraturan yang ada dan sebaliknya,
KPU akan tetap memberikan nama calon pengganti antarwaktu tersebut disertai
dengan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sedang melalui mekanisme
keberatan di partainya.

172 1hid., Pdl. 2.

%3 EraMuslim, “Sang ‘ Pedang Islam’, Dinilai Tidak Patuh,”
www.eramuslim.com%2Fberita%2Fnasi onal %2Fsang-pedang-islam-dinil ai-tak-patuh, diakses
pada 05 Januari 2011.
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3.3  Praktek Pemberhentian Antar Waktu/Recall di Beberapa Negara
A. British Columbia (Kanada)

Di Kanada, Recall merupakan sarana bagi pemilih/rakyat untuk
mengadakan petisi untuk menarik wakilnya di lembaga legidatif/parlemen
melalui pemilihan sisipan (by- election). Setiap pemilih yang telah terdaftar dapat
mengajukan petisi untuk diadakannya recall. Pemilih yang ingin mengajukan
petisi haruslah mengisi dan melengkapi formulir aplikas yang ditujukan kepada
lembaga yang bernama Elections BC'™ dengan biaya yang telah ditetapkan.'”
Formulir aplikas recall harus memuat pernyataan yang terdiri dari kurang lebih
200 kata tentang alasan mengapa pemilih menghendaki wakil yang duduk di
lembaga legislatif tersebut untuk di recall. Seorang anggota legidlatif/parlemen
tidak dapat di recall apabila yang bersangkutan masih dalam 18 (delapan belas)

bulan pertama sejak iaterpilih sebagai anggota parlemen.*’

Apabilaaplikasi telah dilengkapi oleh pemilih, maka pemilih tersebut yang
disebut dengan ‘the proponent’ (pendukung) akan menerima petisi dalam waktu 7
(tujuh) hari. The proponent tersebut memiliki waktu 60 (enam puluh) hari untuk
mengumpulkan tanda tangan (sebagai bentuk persetujuan) yang berasal dari lebih
dari 40% (empat puluh per seratus) dari pemilih yang terdaftar di daerah
pemilihan (distrik) dimana wakil yang akan di recall terpilih.'”” Dalam
mengumpulkan tanda tangan tersebut, the proponent dapat menerima bantuan dari
orang-orang yang bersedia membantunya (atau yang disebut dengan canvassers).
Setelah jumlah tanda tangan lengkap, Elections BC akan melakukan verifikasi
keabsahan tanda tangan tersebut dalam kurun waktu 42 (empat puluh dua) hari.
Apabila telah disesuaikan dengan aturan yang ada termasuk maslah pembiayaan,
maka pemilihan sisipan (by-election) harus dilaksanakan dalam paling lambat 90

174 Elections BC adal ah lembaga non partisan yang bertanggung jawab untuk mengadakan
proses recall. Election BC adalah nama yang biasa digunakan untuk menyebut the office of the
chief electoral officer yang dalam menjalankan tugasnya tunduk pada referendum act dan the
Congtitutional Amendment Approval Act.

175 Elections BC, Report of the Chief Electoral Officer on the Recall Processin British
Columbia, (British Columbia: National Library of Canada Catal oguing in Publication Data, 2003).

Y®1bid. him. 4.

Y7 I bid.
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(sembilan puluh) hari. Anggota parlemen yang akan di recall juga masih dapat
berpartisipasi kembali dalam pemilihan sisipan ini.”®

B. Amerika Serikat

Di negara bagian Minnesotta, seorang pejabat dapat di-recall karena
perbuatan tidak sah (malfeasance), perbuatan melanggar moral (misconduct) dan
tindakan pembiaran (nonfeasance) ketika sedang memangku jabatan. Sedangkan
di negara bagian Alaska, recall dilakukan karena alasan kesehatan, inkompetens,
melaaikan tugas, dan korupsi.'” Lain halnya di negara bagian Georgia,
pelanggaran atas sumpah jabatan dan kesengajaan menyalahgunakan, menjual,
dan bahkan menelantarkan properti atau dana milik publik juga merupakan

alasan-alasan dasar mengajukan recall .**

Sebuah petisi recall membutuhkan jumlah dukungan minimal (threshold)
tertentu untuk memicu electoral recall. Di negara bagian California, threshold
yang dibutuhkan minimal 12 persen (dua belas per seratus) dari jumlah pemilih
(voters) terdaftar. Di tempat lain, seperti negara bagian Montana, mensyaratkan
dukungan 10 persen (sepuluh per seratus) pemilih terdaftar pada pemilu
sebelumnya untuk recall pejabat tingkat negara bagian. Di tempat yang sama,
pemberhentian pejabat tingkat kota memerlukan dukungan 15 persen (lima belas

perseratus).’®*

C. Swiss

Di negara Swiss, pelaksanaan recall masih dibatasi. Meskipun tidak
berlaku di tingkat federal (negara bagian), 26 (dua puluh enam) kanton telah
memberlakukan recall tersebut terhadap anggota parlemennya.’® Recall dalam
hal ini berlaku untuk memberhentikan pejabat eksekutif maupun legislatif. Seperti
pada umumnya, recall dapat dilakukan apabila mendapat dukungan dari pemilih

8 | bid.

19 Ahmad Nurullah dan Alit Amarta Adi, “Menjajal Electoral Recall,” Jurnal Nasional
(19 Juli 2011), him. 10.

59| pid.

181 | bid.

182 parliament and Constitution Centre, Recall Elections, (Parliament and Constitution
Centre, 2011), him. 5.

69 Universitas Indonesia

Analisis pemberhentian ..., Yustina Sari, FH Ul, 2011



lainnya yang terdaftar di daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, Swiss tidak
mendasarkan jumlah petisi yang dibutuhkan pada persentase pemilih yang ikut
dalam pemilihan. Sebagai contoh, di Schaffhauses dibutuhkan 1000 (seribu) tanda
tangan sebagai syarat jumlah petisi sedangkan di daerah lain yaitu Ticino, petisi
yang diadakan membutuhkan 15.000 (lima belas ribu) tanda tangan.'®

3 | bid.
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BAB 4

ANALISISTERHADAP PROSESPEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR RI
(LILY WAHID) OLEH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

4.1 K asus Posisi

Lily Chadidjah Wahid atau yang dikenal dengan nama Lily Wahid adalah
anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (selanjutnya disebut dengan PKB) yang
terpilih sebagal anggota DPR RI pada pemilihan umum tahun 2009 lalu. Lily
Wahid ditetapkan sebagai anggota DPR melalui Keppres No. 70/P Tahun 2009
pada tanggal 15 September 2009 dan menempati posisi di Komisi | DPR RI.**
Lily Wahid kemudian diberhentikan oleh partainya yaitu PKB melalui Surat
Keputusan DPP PKB No. 7174/DPP-02/V/A.1/111/2011 pada tanggal 5 Maret
2011."® Surat Keputusan tersebut berisi tentang penetapan pemberhentian Lily
Wahid dari keanggotaan PKB yang ditandatangani oleh Dewan Syura DPP PKB,
H. Abdul Aziz Manshur selaku Ketua Dewan Syura dan H. Andi m. Ramli selaku
Sekretaris Dewan Syura serta Dewan Tanfidz DPP PKB, H. A. Muhaimin
Iskandar, M.Si. selaku Ketua Umum dan Imam Nahrawi selaku Sekretaris
Jenderal *** DPP PKB kemudian mengajukan Surat Nomor 7190/DPF-
03/V/A.1/111/2011 tentang perihal permohonan PAW anggota DPR RI atas nama
Hj. Lily Chadidjah Wahid dengan calon pengganti Jazilul Fawaid, SQ.**’

Perihal pemberhentian Lily Wahid dari keanggotaan PKB cukup marak
diberitakan di media. Lily Wahid sendiri mengungkapkan bahwa pemberhentian
dirinya ini disinyalir karena ia telah bersikap vokal terhadap kebijakan partainya
yaitu berani mengajukan hak angket Century dan hak angket mafia perpajakan
pada sidang paripurna DPR.*® Dalam hak angket pajak misalnya, Lily Wahid

memilih untuk berseberangan dengan keputusan partainya saat sidang paripurna

184 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas
Perkara Perdata Gugatan Perselisihan Partai Politik, Putusan PN Jakarta Pusat.
No0.109/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Pst.

"% bid. him. 3.

1% | bid.

7 1bid. him. 7.

% 1bid. him. 4.
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berlangsung. Lily dan rekannya Effendy Choirie memilih untuk berdiri saat
anggota PKB yang lain duduk yang menunjukkan bahwa mereka berdua
menyetujui diadakannya hak angket pajak.’®® Lily dan Effendy berbeda pendapat
dengan 26 anggota Fraks PKB yang resmi menolak diadakannya hak angket
pajak tersebut.*®

Pemberhentian Lily Wahid dari keanggotaan partai juga berarti
pemberhentian dirinya sebagai anggota DPR sebagaimana telah ditentukan dalam

undang-undang secara tegas yaitu:***

Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah
anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari
keanggotaan parta Politik diikuti dengan pemberhentian dari
keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesual dengan peraturan
perundang- undangan.

Lily Wahid yang merasa keberatan dengan surat pemberhentian dan penggantian
antarwaktu dirinya yang juga telah diteruskan oleh pimpinan DPR kepada KPU
(padatanggal 14 Maret 2011 dengan nomor surat PW.01/2278/DPRRM/I111/2011),
akhirnya membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh
Majelis Hakim, gugatan yang digjukan oleh Lily Wahid dianggap mash
premature dimana pengadilan belum berwenang untuk memeriksa gugatan yang
digjukannya karena tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam undang-
undang yaitu Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.*® Gugatan yang
digjukan oleh Lily Wahid tersebut dinilai masih menjadi wewenang internal partai

189 Heru Margianto, “ Suara Hati Lily dan Effendy,”
http://nasional.kompas.com/read/2011/02/25/09170882/Suara.Hati.L ily.dan.Effendy, diakses pada
6 Desember 2011.

1% Caroline Damanik, “Lily dan Choirie Membangkang Fraksi PKB,”
http://nasional.kompas.com/read/2011/02/23/0347301/L ily.dan.Choirie.Membangkang.Fraksi.FK
B, diakses pada 6 Desember 2011.

91 Indonesia, UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, op.cit.,
P 16 ayat (3).

192 pengadilan Negeri Jakarta Pusat, op.cit., him. 45.
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yaitu penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik terlebih dahulu dalam hal ini
PK B dengan Majelis Tahkimnya.’®

4.2 Kewenangan PKB Dalam Meakukan Pember hentian Anggotanya

dan Mengusulkan Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR

4.2.1 AnalissKedudukan anggota DPR sebagai Wakil Rakyat dan Wakil
Partai Politik

Sebagai wakil rakyat, seorang anggota DPR memiliki kewajiban untuk
bertanggung jawab secara moral dan politis terhadap pemilihnya dan juga partai
politik yang mengusungnya. Hal ini terkadang dianggap sebagai suatu hal yang
dilematis bagi seorang anggota ketika keputusan/kebijakan yang diambil oleh
parta tidak selamanya sesuai/sejalan dengan keinginan masyarakat. Adapun
mekanisme pemilihan umum untuk pemilihan anggota di DPR di Indonesia
memang mempersyaratkan seseorang untuk menjadi anggota partai politik
terlebih dahulu apabila ingin mendaftar sebagal calon anggota DPR.

Konsekuensi dari mengikuti keanggotaan dari sebuah partai adalah ia
harus tunduk secara sukarela terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran
Rumah Tangga (ART) partai politik yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan
dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: “ Keanggotaan Partai Politik
bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia
yang menyetujui AD dan ART.”*** Dengan bergabung sebagai anggota dari suatu
parta politik, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai
anggota disamping ia juga mendapatkan hak-haknya. Salah satu kewajiban
tersebut adalah mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi
dalam kegiatan Partai Politik.*

Di dalam pemilihan anggota DPR saat ini, yang digunakan adalah sistem
proporsional dengan suara terbanyak. Dengan adanya mekanisme seperti ini,
seorang calon anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat/pemilihnya walalupun ia
diusung oleh partai politik tertentu. Sebaliknya, seorang calon anggota DPR tidak

193 | bid. him. 50.

%% Indonesia, UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, op. cit.,
Psl.14 ayat (2).

% 1pid., Pdl. 15 ayat (3).
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dapat memgukan dirinya sebagai calon apabila tidak bergabung dalam
keanggotaan partai politik. Oleh karena itulah, seorang anggota DPR harus bisa
menempatkan dirinya dengan sebaik-baiknya.

Apabila dilihat dari fungsi dan proses pembentukannya, sebenarnya partai
politik sendiri dapat dikatakan sudah mewakili kepentingan rakyat dalam hal ini
para pemilih dan anggota yang bergabung dalam partai politik tersebut. Partai
politik dalam pembentukannya harus memenuhi persyaratan yang ada yaitu salah
satunya adalah didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang WNI dari
setiap provinsi yang berarti harus didirikan oleh paling sedikit 990 orang (30
orang tiap provins) dan didaftarkan paling sedikit oleh 50 orang pendiri yang
mewakili seluruh pendiri partai politik. Begitupula dengan syarat kepengurusan
yang harus ada di setiap provins dimana paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan
paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada
kabupaten/kota yang bersangkutan.'*® Jika dilihat dari syarat kepengurusan ini,
terlihat bahwa suatu partai politik sebenarnya telah mewakili rakyat dalam hal ini
mereka yang memilih untuk bergabung dalam struktur kepartaian ataupun sekedar
menentukan calon pilihannya untuk duduk sebagai wakil mereka di DPR. Hal ini
juga sesuai dengan fungsi dari partal politik yaitu fungsi komunikasi politik
dimana partai politik bertugas untuk menyalurkan pendapat dan aspiras
masyarakat untuk kemudian mengalami proses penggabungan dengan aspirasi
orang lain yang senada (interest aggregation) dan kemudian diolah dan
dirumuskan dalam bentuk yang teratur (interest articulation). Pada akhirnya
rumusan yang ada tersebut dijadikan sebagai usul kebijaksanaan yang akan
dibawa oleh partai politik tersebut sebagai program partai. Program partai tersebut
lebih lanjut digukan kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat menjadi
kebijaksanaan umum (public policy).”®” Di dadlam sumpah/janji yang diucapkan
oleh anggota yang terpilih juga disebutkan bahwa seorang anggota DPR akan
memperjuangkan aspirasi rakyat yang ia wakili untuk mewujudkan tujuan

nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia'®

1% |bid., Psl. 3 ayat (2) huruf c.
97 Miriam Budiardjo, op. cit., him. 163.
1% |ndonesia, UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, op. cit., Psl. 76.
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Oleh karena itu jelaslah bahwa suatu partai politik apapun yang menjadi
kepentingannya, telah mendapat dukungan dari rakyat sebagai pemilihnya.

Apabila dikaitkan dengan kedudukan anggota DPR yang terpilih sebagai
wakil rakyat, maka dalam mewakili partai politiknya di DPR (melalui sikap
fraks) telah pula mewakili kepentingan rakyat karena adanya program yang
sebenarnya juga berasal dari aspirasi dan kesukarelaan pemilih dalam memilih
wakilnya dan partai politik yang ada dalam pemilihan umum. Untuk itu, tidak bisa
diadakan dikotomi atau pembedaan antara seorang anggota sebagai wakil rakyat
dan anggota sebagai wakil partal karena pada dasarnya seorang anggota DPR
mewakili partal politiknya yang juga merupakan kumpulan dari rakyat (dalam hal
ini pemilih) yang memilih berpartisipasi dalam wadah organisasi politik.

Oleh karena itulah, terlepas dari adanya hak imunitas yang melindungi
anggota DPR untuk dapat mengemukakan pendapat, pernyataan dan/atau
pertanyaannya, secara logis dapat dipertanyakan ketika anggota DPR tidak lagi
menyuarakan kepentingan partai (Fraks di DPR) yang dalam hal ini juga sebagai
wadah/perpanjangan tangan dari aspirasi rakyat yaitu apa dan sSiapa yang
sebenarnya ia wakili. Sebaliknya, peran serta masyarakat sebagai pemilih juga
harus diperhatikan. Rakyat tidak boleh hanya digunakan sebagai alat untuk
mencapal kekuasaan misalnya dalam proses pemilihan umum. Kepentingan rakyat
sebagai pemilih haruslah dapat ditampung dan disuarakan dalam hal ini melaui
wadah partal politik yang bersangkutan. Banyak hal yang dapat dijadikan sarana
olen partai politik dalam menampung aspirasi, bisa melalui jaring aspiras,
kunjungan langsung dan lainnya yang benar-benar dapat menampung aspirasi dan
keluhan masyarakat sehingga nantinya dapat disuarakan oleh partai politik yang
bersangkutan melalui para wakilnya yang duduk di DPR.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tentunya dapat memberikan
masukan terhadap wakil yang mereka pilih untuk duduk di DPR. Termasuk di
dalamnya adalah setiap tindakan dan pertanggungjawaban wakil rakyat selama
menjalankan masa tugasnya. Setiap anggota DPR memiliki kewajiban untuk
kembali ke daerah pemilihannya untuk menjalankan masa reses yang mana
digunakan untuk bertemu dengan konstituennya. Dengan adanya hubungan dua
arah antara wakil dan yang di wakili secara langsung, maka rakyat sebagal
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pemegang kedaulatan tetap dapat menjalankan peranannya dalam mengawasi
kinerjawakilnyadi DPR.

4.2.2 Kewenangan PKB Dalam Melakukan Pember hentian Anggotanya

Setiap Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun keatas dan/atau
sudah/pernah menikah dapat menjadi anggota dari Partai Politik."® Anggota
Partai Politik memegang kedaulatan dari partai politik tersebut yang diatur
menurut Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) masing-
masing partai politik. Dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU
No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa anggota partai politik

.200

diberhentikan sebagal anggota partai apabila:

. Meninggal dunig;

. Mengundurkan diri secaratertulis;

. Menjadi anggota partai politik lain; atau
. Melanggar AD dan ART.

O 0O T o

Mengenai pemberhentian anggota ini diatur lebih lanjut dalam AD/ART masing-
masing partai.

PKB sebagai parta politik juga mengatur mengenai pemberhentian
anggotanya dalam AD/ART mereka. Setiap anggota yang bergabung dalam partai
politik dalam hal ini PKB harus tunduk secara sukarela terhadap AD/ART yang
ada termasuk dalam menjalankan kewajiban-kewgjibannya sebagai anggota

Adapun kewajiban anggota yang diatur dalam ART PKB yaitu:**

a Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
seluruh keputusan partai;
b. Setiadan tunduk kepada disiplin partai;

1% | ndonesia, UU tentang Partai Politik, UU No. 2 Tahun 2008, op.cit., Psl. 14 ayat (1).

20 |bid., Pdl. 16 ayat (1).

2! Anggaran Rumah Tangga PKB, Psl. 7. (sebagaimana dikutip oleh Tergugat yaitu DPP
PKB yang dituliskan dalam eksepsi dan jawabannyatertanggal 03 Mei 2011).
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c. Aktif dalam kegiatan-kegiatan partai serta bertanggung jawab
atas segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya;

d. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik partai serta
menentang setiap upaya dan tindakan yang merugikan partai
dengan cara yang berakhlag;

e. Memupuk persatuan dan solidaritas di antara sesama anggota
partai;

f. Membayar uang iuran anggota.

Sedangkan perihal pemberhentian anggota diatur dalam Pasal 10 ART
PKB yaitu seorang anggota partai dinyatakan gugur keanggotaannya, yang
dikarenakan:**

a. Permintaan sendiri untuk berhenti menadi anggota partai yang
disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Partai
tempat Kartu Anggota yang bersangkutan dikeluarkan dan
disertai sekurang-kurangnya satu orang saksi;

b. Meninggal dunig;

c. Diberhentikan.

Tata cara pemberhentian anggota yang dimaksud adalah:**

1. Seseorang anggota dapat diberhentikan sementara atau
diberhentikan  karena  melakukan  perbuatan  yang
bertentangan dengan AD/ART atau dengan senggja tidak
menjalankan kewagjiban sebagai anggota partai, melanggar
disiplin parta dan/atau mencemarkan kehormatan dan nama
baik partai;

2. Sebelum diberhentikan, anggota yang bersangkutan diberi
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan
Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota
Tenggang waktu dari penngeluaran peringatan tertulis
pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnnya 7 (tujuh) hari;

3. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah peringatan
terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat
diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan;

22 | pid., Pd. 10.
23 |pid., Pdl. 11.
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4. Bilamana dalam jangka waktu pemberhentian sementara
yang bersangkutan tidak melakukan klarifikas dan kembali
pada partai, maka status keanggotaannya gugur dengan
sendirinya;

5. Surat pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan
atas keputusan rapat pleno Dewan Pengurus Partai dimanaia
terdaftar sebaga anggota;

6. Daam ha seorang anggota yang menjabat suatu jabatan
tertentu di dalam partai, maka keputusan pemberhentian
sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Dewan
Pengurus Partai setingkat diatasnya berdasarkan usulan
Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagal anggota
setelah mel akkukan rapat pleno;

7. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan
dapat membela diri dengan mengaukan permintaan
peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada forum
permusyawaratan tertinggi di lingkungannya dan /atau
pengurus partai yang lebih tinggi. Selanjutnya rapat pleno
partal dapat mengnambil keputusan atas permintaan itu.

Adapun alasan pemberhentian yang diberikan oleh DPP PKB terhadap
Lily Wahid adalah karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran-
pelanggaran organisasi karena dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya
sebagai anggota PKB dan melanggar disiplin partai dengan tidak mematuhi
keputusan-keputusan yang telah diambil oleh DPP PKB.?** Lily Wahid dianggap
telah melanggar Pasal 7, Pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan Pasal 12 ART PKB yaitu
melawan pada pimpinan partai dimanaia tidak patuh dan tunduk kepada disiplin
partai, tidak aktif mengikuti kegiatan partai serta tidak bertanggung jawab
terhadap amanat partai yang telah diberikan kepada yang bersangkutan.?®

4.2.3 Kewenangan PKB Dalam Mengusulkan Pemberhentian Antarwaktu

Anggota DPR

PKB sebagai partai politik yang menempatkan wakilnya di DPR, memiliki

kewenangan untuk dapat mengusulkan pemberhentian anggotanya dari DPR.

2% pengadilan Negeri Jakarta Pusat, op.cit., him. 30-31.
205 | bhid.
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Pemberhentian ini dilakukan melalui usulan yang disampaikan oleh pimpinan

partai politik kepada pimpinan DPR dengan alasan-alasan sebagai berikut:

206

Meninggal dunig;

Mengundurkan diri;

dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

diberhentikan sebagai anggota partai politik sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menjadi anggota partal politik lain.

Disamping itu juga diatur dalam Pasal 12 huruf g dan huruf h UU No. 2 Tahun
2008 yang menyatakan: '

Partai politik berhak:

a.

mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesual dengan peraturan perundang-undangan.

mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa partai politik memang memiliki kewenangan yang

besar dalam melakukan pemberhentian anggotanya yang duduk sebagai anggota

DPR. Meskipun di Indonesia menggunakan sistem pemilihan dimana rakyat dapat

memilih langsung orang-orang yang menjadi wakilnya di DPR, akan tetapi orang-

orang tersebut tetap merupakan wakil yang telah ditentukan sebelumnya oleh

partai politik. Apabila seseorang tidak bergabung dalam partai politik, maka tidak

mungkin ia dapat maju sebagai calon anggota DPR. Hal ini juga ditegaskan dalam

26 | ndonesia, UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, op.cit., Psl. 213 dan Psl. 214.
27 | ndonesia, UU Partai Politik No. 31 Tahun 2002, op. cit., Pl. 12 huruf g dan huruf h.
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putusan Mahkamah Konstituss Nomor 008/PUU-1V/2006 dan Nomor 38/PUU-
VII1/2010 dimana kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam
mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu atau yang
sering disebut PAW/recall tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang ada. Proses recall yang ada sekarang telah jauh berbeda dengan
praktek yang ada di zaman orde lama maupun orde baru. Hal ini dikarenakan
pengaturan yang ada sekarang cenderung lebih lengkap dan tetap memberikan
pel uang/kesempatan kepada para calon anggota yang akan diberhentikan maupun
digantikan antarwaktu dari jabatannya sebaga anggota partai dan/atau anggota
DPR untuk membela dirinya. Kewenangan pemberhentian dan penggantian
antarwaktu yang dimiliki partai politik ini tidak lain juga dimaksudkan sebagai
bentuk penjagaan/pendisiplinan terhadap anggotanya agar menjalankan tugas
dengan sebalk-baiknya dan patuh pada ketentuan AD/ART.

4.2.4 Mekanisme Penyelesaian Perselishan Partai Politik Dalam Kasus Lily
Wahid dan PKB

4.2.4.1 M ekanisme Penyelesaian Perselishan di Mahkamah Partai
Politik/M ajelis Tahkim

Y ang dimaksud dengan perselisihan partai politik adalah perselisihan yang

berkenaan dengan:*®

kepengurusan;

pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
pemecatan tanpa alasan yang jelas;
penyalahgunaan kewenangan;
pertanggungjawaban keuangan; dan/atau
keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Sk~ wdhE

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam menyelesaikan perselisihan
partai politik adalah melalui internal partai politik yang bersangkutan yang

28 penjelasan Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011
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dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang telah
ditentukan. Ketentuan ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 dimana disebutkan

bahwa:>*®

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai
Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

2. Penyelesaian perselishan internal Parta Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai
Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
Pimpinan Partal Politik kepada K ementerian.

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60
(enam puluh) hari.

5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final
dan mengikat secara internal dalam hal perselishan yang
berkenaan dengan kepengurusan.

Terkait dengan perselishan internal parta politik antara PKB dan
anggotanya yang telah diberhentikan, Lily Wahid, perselishan tersebut harus
diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai. Seperti telah
diuraikan sebelumnya, DPP PKB telah mengeluarkan 2 buah surat, yaitu:

1 Surat Keputusan No. 7174/DPP-02/V/A/1/2011 yang berisi penetapan
pemberhentian Lily Wahid dari keanggotaan PKB pada tanggal 5 maret

2011 dan
2. Surat No. 7190/DPP-03/V/A.1/111/2011 tentang permohonan PAW

anggota DPR atas nama Lily Chodidjah Wahid dengan calon pengganti

Jazilul Fawaid, SQ padatanggal 7 maret 2011.

Atas surat yang dikirimkan oleh DPP PKB kepada pimpinan DPR ini, maka oleh
salah satu pimpinan DPR kemudian mengirimkan Surat Permohonan Pergantian
Antarwaktu No. PW.01/2278/DPRRM/I11/2011 kepada Ketua Komisi Pemilihan
Umum (KPU) pada tanggal 14 Maret 2011. Lily Wahid kemudian mengajukan
gugatan atas pemberhentian dirinya tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

2 | ndonesia, UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008, op.cit., Psl. 32.
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tertanggal 16 Maret 2011 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tangga 16 Maret 2011 dengan nomor register
108/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.

Terkait dengan penyelesaian perselisihan melaui internal partai politik ini,
PKB sendiri telah memiliki suatu Mahkamah Partai Politik yang disebut dengan
Majelis Tahkim. Maelis Tahkim terbentuk berdasarkan AD/ART PKB melalui
Surat Keputusan No. 6621/DPP-03/V/A.1/1/2011 pada tanggal 10 Januari 2011
tentang Penetapan Majelis Tahkim Dewan Pengurus Pusat PKB.*° Sura
keputusan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM
tertanggal 18 Januari 2011.%* Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat
(3) UU No. 2 Tahun 2011 yaitu “susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan
lain sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada
Kementerian.”**

Sesual dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART PKB, anggota yang
diberhentikan dapat membela dirinya dengan mengajukan permintaan peninjauan
kembali atas keputusan tersebut kepada forum permusyawaratan tertinggi
dilingkungannya dan atau pengurus partai yang lebih tinggi.”*® Sedangkan dalam
undang-undang telah ditentukan bahwa penyelesaian perselisihan tersebut adalah
melalui Mahkamah Partali Politik. Oleh karena itu, dengan adanya Majelis Tahkim
PKB sebagai Mahkamah Partai Politik, maka keberatan atas surat pemberhentian
dirinya (lily Wahid) sebagal anggota partai dan anggota DPR, maka sesuai dengan
ketentuan yang ada harus terlebih dahulu digukan kepada Maelis Tahkim
tersebut.

Daam kasus yang terjadi antara PKB dan Lily Wahid, belum ada
keberatan berupa permohonan untuk diadakan peninjauan kembali terhadap
keputusan Partai atas pemberhentian dirinya sebagai anggota partai sekaligus
permohonan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Hal ini
terlihat dari posita yang digjukan oleh Lily Wahid dalam gugatannya, dimaana
tidak dijelaskan mengena usaha yang telah dilakukannya untuk meminta

219 pengadilan Negeri Jakarta Pusat, op.cit., him. 49.

21 | bid.

%2 | ndonesia, UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008, op.cit., Psl 32 ayat (3).
23 Anggaran Rumah Tangga PK B, op.cit., Pdl. 11 ayat (7).
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penyelesaian perselisshan melalaui internal partai. Pada saat persidangan pun,
Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara yaitu
Lily wahid dan DPP PKB untuk melakukan mediasi untuk menyelesaikan
perselisihan yang ada di Mahkamah Partai Politik yaitu Majelis Tahkim. Oleh
karena itu, sesuai dengan perintah dari Mgjelis Hakim, Penggugat dalam hal ini
Lily Wahid padatanggal 23 April 2011 mengirimkan surat kepada DPP PKB akan
tetapi tidak mendapatkan respon. Respon dari DPP PKB baru didapatkan setelah
lily Wahid mengirimkan surat untuk kedua kalinya pada tangga 29 April yang
dibalas dengan surat No. 77904/DPP-03/V/A.1/1\VV/2011 tertanggal 28 April 2011.
Pada tanggal 29 April 2011 ini, Lily Wahid akhirnya membuat surat yang
berjudul “Pertemuan Medias” yang pada pokoknya menjelaskan bahwa
pertemuan mediasi pada 29 April 2011 tersebut belum masuk pada materi mediasi
yang diminta.**

Jadi, dapat dissmpulkan bahwa dalam kasus pemberhentian antara DPP
PKB dan Lily Wahid ini, tidak pernah diselesaikan sebelumnya secara internal
partai yaitu melalui Mahkamah Partai Politik (Majelis Tahkim). Padahal
penyelesaian perselishan melalui Mahkamah Partai Politik ini  merupakan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu pada Pasal 32 dan
Pasa 33 UU No. 2 Tahun 2011 dan mutlak untuk dipenuhi. Terlebih ketika
Mahkamah Partai Politik tersebut memang telah terbentuk dalam ha ini PKB
dengan Majelis Tahkimnya, maka penyelesaian internal partai harus melalui
mejelis tersebut.

4.2.4.2 M ekanisme Penyelesaian di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung

Suatu perselisihan partai politik baru bisa digjukan ke pengadilan negeri
apabila telah melalui mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang yaitu
penyelesaian oleh internal partai politik tersebut. Apabila penyelesaian yang
dilakukan oleh internal partai (Mahkamah Partai Politik) tidak tercapai, atau
adanya keberatan atas keputusan partai tersebut, maka penyelesaian perselisihan
partai politik tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri.**®

24 pengadilan Negeri Jakarta Pusat, op. cit., him.50.
% | ndonesia, UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, op. cit.,
Pl 33 ayat (2).
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Dalam kasus pemberhentian Lily Wahid dari keanggotaan PKB, Lily
Wahid sebagai pihak yang diberhentikan mengajukan gugatan ke Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 16 Maret 2011.
Pada saat persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua
pihak yaitu Lily Wahid dan DPP PKB untuk melakukan mediasi di Mahkamah
Partai Politik yang telah terbentuk yaitu Majelis Tahkim PKB sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa gugatan
yang digjukan oleh Lily Wahid tersebut dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, 30 Me 2011 akhirnya
memutuskan sebagai berikut:

. Mengabulkan eksepsi tergugat (DPP PKB);

2. Menyatakan gugatan Penggugat (Lily Wahid) tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijk Verklaard);

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
tersebut yang diperhitungkan sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh
enam ribu rupiah).?®

Putusan tersebut diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum pada keesokan

harinya yaitu Selasa, 31 Me 2011.

Adapun eksepsi yang digjukan oleh tergugat (DPP PKB) pada dasarnya
adalah dengan pertimbangan:

1 Bahwa DPP PKB telah membentuk lembaga khusus yang menangani
penyelesaian kasus-kasus/perkara konflik internal partai yang disebut
dengan Magelis Tahkim yang tugas dan wewenangnya menerima,
menyidangkan serta memutus perkara-perkara’kasus konflik internal partai
yang digjukan oleh anggota/pengurus PKB diseluruh Indonesia.

2. DPP PKB belum pernah menerima pengaduan dari penggugat (Lily
Wahid) atau permohonan peninjauan kembali terhadap putusan

218 pengadilan Negeri Jakarta Pusat, op.cit., him.51.
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pencopotan yang bersangkutan dari keanggotaan PKB. Sesuai dengan
ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 32 yaitu:*’

a. Persdlishan partai politik diselesaikan oleh internal partai
politik sebagaimana diatur dalam AD/ART;

b. Penyelesaian perselisihan interna partai politik sebagaimana
dimaksud dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan
lain yang dibentuk oleh partai politik.

Perselisihan yang terjadi antara Lily Wahid dan DPP PKB ini belum
pernah diselesaikan dalam Mahkamah Partal Politik dalam hal ini Majelis Tahkim
PKB, dimana Lily Wahid seharusnya terlebih dahulu mengajukan keberatan atau
permintaan peninjauan kembali atas keputusan partai kepada Majelis Tahkim
sesual dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART PKB. Oleh karena itu,
putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan sesuai
dengan mekanisme yang seharusnya.

Adapun tahapan penyelesaian perselishan apabila telah mealui
mekanisme internal partai oleh Mahkamah Partai Politik dan pengadilan negeri
adalah hanya dapat digjukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam kasus Lily
Wahid, ia akhirnya mengajukan kasas ke Mahkamah Agung setelah Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat mengel uarkan putusan sela yang juga menjadi putusan akhir
dengan No. 109/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. yang menolak gugatan yang diajukannya.
Majelis Hakim yang terdiri dari Ahmad Sukardja, Abdul Manan, dan Imam
Soebechi melalui Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim pada 5 Oktober 2011
memutuskan menolak kasasi yang digjukan oleh Lily Wahid tersebut dengan
nomor putusan 617 K/PDT.SUS/2011yang mana menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat sebelumnya®® Adapun kedua putusan tersebut yaitu dari
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung belum menyentuh pokok
perkara karena kewenangan untuk menyelesaikan perkara masih ada di internal
partai yaitu Mahkamah Partai Politik, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri

27 | ndonesia, UU Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, op. cit.,
Psl. 32.
8 Heru Margianto, op. cit.
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Jakarta Pusat harus menolak gugatan yang digukan tanpa memeriksa pokok
perkaranya.

Dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan
Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap ini, maka para pihak harus
menyel esaikan perselisihan partai politik tersebut sesuai dengan tahapan yang ada
yaitu dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atau keberatan atas
keputusan partai. Yang patut diperhatikan adalah jangka waktu penyelesaian
perselishan yaitu Mgelis Tahkim harus memberikan putusan/berita acara
musyawarah paling lambat 60 hari sgak digukannya permintaan peninjauan
kembali atas keputusan partai terkait dengan pemberhentian Lily Wahid dari
keanggotaannya sebagal anggota PKB dan anggota DPR. Obyek gugatan dalam
perkara yang dapat digjukan ke pengadilan negeri apabila penyelesaian di internal
belum tercapal adalah keputusan Mahkamah Partai Politik (Mg elis Tahkim PKB)
dan/atau Berita Acara musyawarah antara para pihak yang dilakukan di Majelis
Tahkim tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU No.2 Tahun
2011 dan AD/ART PKB.

4.3  Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPR dan KPU Terhadap Usulan
Pemberhentian Lily Wahid Sebagai Anggota DPR

4.3.1 Pelaksanaan TugasPimpinan DPR

Seperti telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya, dalam kasus
pemberhentian antarwaktu Lily Wahid, pimpinan DPR telah mengirimkan Surat
Permohonan Pergantian Antarwaktu No. PW.01/2278/DPRRM/I11/2011 kepada
KPU pada tanggal 14 Maret 2011. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut usulan
pemberhentian yang digjukan oleh pimpinan PKB. Tindakan yang dilakukan oleh
pimpinan DPR ini sesuai dengan ketentuan Pasal 218 UU No. 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu “pimpinan DPR menyampaikan nama
anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti
antarwaktu kepada KPU.”#"® Apabila nama calon anggota pengganti antarwaktu
tersebut telah diberikan oleh KPU, maka tugas pimpinan DPR selanjutnya adalah

menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan tersebut beserta nama

% | ndonesia, UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, op. cit., Psl. 218 ayat (1).
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calon pengganti antarwaktu yang telah ditetapkan oleh KPU kepada Presiden.?®
Peresmian pemberhentian dan pengangkatan calon pengganti antarwaktu
dilakukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden. Peresmian pemberhentian
oleh Presiden ini wajib dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sgjak nama
anggota yang diberhentikan dan nama calon anggota pengganti antarwaktu
tersebut disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden.?*

Ada perbedaan pendapat mengenai mekanisme yang digunakan dalam
meneruskan surat pemberhentian anggota ini yaitu apakah harus melalui rapat
pimpinan DPR atau tidak. Perlu diketahui bahwa pimpinan DPR terdiri dari 1
(satu) Ketua dan 4 (empat) Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan
urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Dalam kasus Lily Wahid, Ketua DPR
dalam hal ini menyatakan bahwa UU tidak mengharuskan adanya rapat pimpinan
terlebih dahulu untuk meneruskan surat keputusan pemberhentian dari pimpinan
partai politik.??? Di dalam Tata Tertib DPR Pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa
Pimpinan DPR merupakan aat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.?*® Sedangkan di dalam Pasal 297
ayat (2) dinyatakan bahwa Pimpinan DPR menentukan apakah surat masuk sesual
dengan permasal ahannya dan akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat
kelengkapan lain DPR dan/atau pimpinan fraksi. Dalam hal surat yang masuk
tersebut adalah surat permohonan pemberhentian yang merupakan urusan dari
pimpinan DPR, maka sudah seharusnya pimpinan DPR sendiri yang akan
meneruskan surat tersebut. Memang tidak ditegaskan secara jelas apakah surat
pemberhentian anggota dari pimpinan partai politik tersebut harus dibahas oleh
pimpinan DPR dalam rapat pimpinan atau tidak. Sebaliknya, dalam Tata Tertib
DPR juga disebutkan mengenai surat keluar dimana surat keluar tersebut termasuk
juga di dalamnya surat undangan rapat DPR, ditandatangani oleh salah seorang

pimpinan DPR atau Sekretaris Jenderal DPR atas nama pimpinan DPR RI.?*

0 pid., Pdl. 218 ayat (3).

2! |pid., Pdl. 218 ayat (4).

%22y ayan Sopyani Al Hadi, “Marzuki Alie: Lily Wahid, Gus Choi dan Murdaya Poo
Sama Sgja,” http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=21317, diakses pada 30
Desember 2011 pukul 00.28.

“Z2DPRRI, “Tata Tertib DPR”, op. cit., P3. 6 ayat (2).

2% | bid., Psl 300 ayat (1).
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Terlihat bahwa ada perbedaan pandangan diantara pimpinan DPR itu
sendiri. Hal ini bisa dilihat dari pertemuan yang dilakukan oleh Lily Wahid
dengan pimpinan DPR lainnya dimana salah satu pimpinan (dari PDI)
menyatakan bahwa ia akan membawa masalah (pemberhentian) tersebut ke rapat
pimpinan dan menunda proses pergantian antar waktu (PAW) atau pemecatan
Lily hingga ada keputusan dari PKB. Hal ini perlu diperjelas karena berkaitan erat
dengan jangka waktu verifikas yang dilakukan oleh KPU. Apabila surat
permohonan penggantian antarwaktu yang diteruskan oleh Ketua DPR adalah sah,
maka KPU harus melakukan verifikasi sesua dengan ketentuan yang ada yaitu 5
(l'ma) hari sgjak diterimanya surat permohonan penggantian antarwaktu tersebut.
Sedangkan apabila surat yang dikirimkan kepada KPU tersebut tidak sah karena
tidak melalui rapat pimpinan, maka jangka waktu bagi Pimpinan DPR untuk
mengirimkan surat tersebut kepada KPU jugatelah terlewati yaitu paling lambat 7
(tujuh) hari sgjak diterimanya surat pemberhentian anggota dari pimpinan partai
politik (PKB) kepada pimpinana DPR.

4.3.2 Pelaksanaan Tugas KPU

Peran KPU dalam proses pemberhentian antarwaktu dan penggantian
antarwaktu ini berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah ketika pimpinan DPR menyampaikan
nama anggota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon anggota
pengganti antarwaktu kepada KPU. Tugas KPU dalam mekanisme penggantian
antarwaktu ini adalah:

a Melakukan verifikas syarat terhadap calon anggota pengganti antarwaktu
tersebut.

b. Merubah penetapan nama calon pengganti antar waktu. Hal ini dilakukan
apabila calon pengganti antarwaktu yang telah ditetapkan sebelumnya
tidak dapat menjadi calon pengganti antarwaktu sesuai dengan ketentuan

225

yang ada.

2 K PU, Perubahan atas Peraturan KPU No. 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis
Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun
2009, op. cit, Pdl. 22B, 22C.
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C. Mengadakan koordinasi dengan Sekretariat Negara untuk mendapatkan

keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota

DPR pengganti antarwaktu.??®

Seperti telah disebutkan dalam uraian sebelumnya, PKB memberikan
nama calon pengganti antar waktu untuk menggantikan posisi Lily Wahid yaitu
Jazilul Fawaid, SQ kepada pimpinan DPR. Tugas KPU adalah melakukan
verifikas atas nama tersebut apakah yang bersangkutan memenuhi persyaratan
untuk dapat menjadi calon pengganti antar waktu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. KPU memiliki waktu 5 (lima) hari untuk melakukan
verifikas tersebut. Hal-hal yang harus dilaksanakan oleh KPU dalam 5 (lima) hari
tersebut adalah:**’

a. Memeriksa dan meneliti nama calon pengganti antarwaktu
sesua dengan daerah pemilihan dalam DCT anggota DPR
pemilu tahun 2009;

b. Memeriksa dan meneliti  peringkat perolehan suara sah
terbanyak calon pengganti antarwaktu anggota DPR hasll
Pemilu 2009 yang belum dinyatakan sebagai calon terpilih;

c. Melaksanakan rapat pleno KPU untuk menetapkan nama calon
pengganti antarwaktu anggota DPR;

d. Membuat berita acara rapat pleno mengenal penetapan calon
pengganti antarwaktu anggota DPR beserta lampirannya;

e. Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak
dapat dilaksanakan, maka penetapan nama calon pengganti
antarwaktu anggota DPR dapat dilakukan dengan meminta
persetujuan anggota KPU yang dibuktikan dengan paraf pada
surat penyampaian nama calon pengganti antarwaktu;

f. Membuat dan menyampaikan surat yang telah ditandatangani
oleh ketua KPU dan telah diketahui dan diparaf oleh anggota
KPU kepada pimpinan DPR perihal penyampaian nama calon
pengganti antarwaktu anggota DPR.

Akan tetapi, dengan mash berlangsungnya proses penyelesaian
perselishan antara Lily Wahid dan PKB ini, status Lily Wahid sendiri masih

6 K PU, Peraturan KPU tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti
Antarwaktu Anggota DPR dan DPD Pemilihan Umum Tahun 2009, op. cit., Pdl. 33 ayat (2).
7 |bid., PSl. 26.
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mengambang. Saat ini ia masih duduk sebagai anggota DPR dan telah
mengajukan gugatan baru pada tanggal 3 November 2011 ke Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.?® Hal ini dikarenakan pada putusan awal di Pengadilan Negeri dan
Mahkamah Agung belum menyentuh pokok perkara sedangkan saat ini seperti
yang disampaikan oleh Lily Wahid bahwa ia telah mengirimkan surat kepada
Maelis Tahkim PKB setelah putusan kasasinya ditolak akan tetapi tidak
mendapatkan respon dari Majelis Tahkim tersebut. Oleh karena itulah gugatan
baru digjukan kepada Pengadilan Negeri. Belum selesainya proses pemberhentian
ini membawa dampak yang kurang baik dimana Lily Wahid sebagai anggota DPR
merupakan wakil dari partai politik sedangkan partai politiknya sendiri tidak
menghendaki. Hubungan yang tidak baik dikhawatirkan akan berdampak pada
kurangnya penyaluran aspirasi dan arus informasi dari partai yang juga mewakili
kepentingan rakyat sebagai pemilih.

Disamping itu, undang-undang belum mengatasi permasalahan
pemberhentian antarwaktu dalam hal status anggota tersebut yang masih dalam
proses pemberhentian. Dalam penjelasan Pasal 213 huruf h memang disebutkan
bahwa apabila anggota yang diberhentikan mengajukan keberatan melalui
pengadilan, maka pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus Lily Wahid, karena surat permohonan
penggantian antarwaktu telah diteruskan oleh pimpinan DPR kepada KPU, maka
sesual dengan ketentuan yang ada seharusnya KPU memiliki waktu 5 (lima) hari
untuk melakukan verifikas terhadap calon pengganti antarwaktu. Jangka waktu
ini sudah terlewati dan berpengaruh pula pada jangka waktu yang seharusnya
dipenuhi oleh pimpinan DPR yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari untuk
menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan calon anggota pengganti
antarwaktu kepada Presiden. Selanjutnya Presiden memiliki waktu 14 (empat
belas) hari untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan calon pengganti

antarwaktu tersebut melalui Keputusan Presiden.

%28 Elvan Dany Sutrisno, “Kasasi Ditolak, Lily Wahid Ajukan Gugatan Baru,”
http://www.detiknews.com/read/2011/11/08/030016/1762382/10/kasasi -ditol ak-lily-wahid-aj ukan-
gugatan-baru, diakses pada 30 Desember 2011.
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5.1

BAB 5
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam tulisan ini, dapat

disimpulkan bahwa:

1

Partai politik yang mengikuti pemilihan umum dan menempatkan
wakilnya di DPR memiliki kewenangan untuk mengusulkan
pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggotanya dari
DPR (yang sering disebut dengan recall) sesuai dengan ketentuan yang
ada. Kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian dan penggantian
antarwaktu ini telah mengalami perkembangan segjak pertama kali diatur
daam UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan
Madjelis Permugawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan
Perwakilan Rakjat Daerah. Dikarenakan pada masa orde lama dan orde
baru kewenangan ini kerap hanya digunakan sebagai aat penekan bagi
penguasa dan partai politik yang ada terhadap anggota mereka di DPR,
maka kewenangan ini kemudian ditiadakan pada masa reformasi. Hal ini
terlihat dengan tidak diaturnya recall ini dalam uu paket politik pada saat
itu. Barulah pada tahun 2003 kewenangan ini diatur kembali, dimana
dampak dari ketiadaan hak recall pada keanggotaan DPR tahun 1999
dirasakan oleh berbaga pihak yang salah satunya adalah penegakan
disiplin oleh partai menjadi sulit untuk dilakukan. Saat ini perihal
pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu diatur dalam UU
No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang

menyatakan:**°

2 | ndonesia, UU Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, op. cit., Psl. 213 ayat (2) huruf e

dan huruf h.
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Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud

padaayat (1) huruf c, apabila:

e. diusulkan oleh partai politiknya sesua dengan peraturan
perundang- undangan.

h. diberhentikan sebagal anggota partai politik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta perubahannya
yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan
Pasal 12 huruf g dan huruf h UU 2/2008 yaitu:**°

Partai politik berhak:

0. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesual dengan peraturan perundangundangan.

h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu anggotanya
yang duduk di DPR ini telah dipertegas pula melalui putusan Mahkamah
Konstitusi yaitu Putusan Nomor 008/PUU-1V/2006 dan Nomor 38/PUU-
VI111/2010 yang menyatakan bahwa hak recall ini tidaklah bertentangan
dengan demokrasi tetapi lebih kepada pemberdayaan partai politik untuk
dapat menegakkan disiplin partai sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada dan berdasarkan AD/ART masing-masing partai.

Penyelesaian perselisihan partai politik termasuk di dalamnya masalah
pemberhentian antarwaktu harus terlebih dahulu diselesaikan oleh internal
partai politik yang bersangkutan yaitu melalui Mahkamah Partai Politik
atau sebutan lain yang ditentukan. Mekanisme ini jauh berbeda dengan
pengaturan yang ada baik di orde lama maupun orde baru dimana
wewenang partai begitu kuat. Di dalam pengaturan yang ada sekarang,

% | ndonesia, UU Partai Politik No. 31 Tahun 2002, op. cit., Pl. 12 huruf g dan huruf h.
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calon anggota yang diberhentikan dapat melakukan pembelaan melalui
tahapan yang ada. Apabila masih ada keberatan atau belum ada hasil yang
di capa daam mekanisme Mahkamah Partai Politik, maka penyelesaian
perselishan dapat digjukan ke Pengadilan Negeri dan hanya dapat
digukan kasas ke Mahkamah Agung dengan jangka waktu yang
ditentukan. Perihal pemberhentian antarwaktu merupakan koordinasi dari
partal politik yang bersangkutan dengan pimpinan DPR dan seterusnya
melalui mekanisme di DPR dengan pengajuan surat kepada KPU. Dalam
hal penggantian antarwaktu, KPU adalah pihak yang berhak melakukan
verifikas terhadap calon pengganti antarwaktu. Peresmian pemberhentian
antarwaktu maupun pengangkatan calon pengganti antarwaktu ditetapkan
dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Dalam kasus Lily Wahid, penyelesaian perselisihan masih belum sesuai
dengan ketentuan yang ada. Perkara perselisihan tidak pernah diselesaikan
di Mahkamah Parta Politik yang dalam hal ini PKB dengan Magelis
Tahkimnya. Perkara persdlisihan yang ada langsung digjukan oleh Lily
Wahid ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kemudian ke Mahkamah
Agung yang pada putusannya tidak dapat menerima gugatan karena belum
melalui mekanisme penyelesaian di Majelis Tahkim PKB. Disamping itu,
masih ada ketidaksesuaian pada mekanisme penerusan surat
pemberhentian dari DPR kepada KPU. Sebagai pihak yang berwenang
meneruskan surat pemberhentian dari pimpinan parta kepada KPU, perlu
adanya kesamaan pandangan terhadap mekanisme pelaksanaan undang-
undang dalam hal ini yang menyangkut keanggotaannya seperti
mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu apakah
harus melalui rapat pimpinan atau tidak. Konsekuensi dari ha ini adalah
mempengaruhi  penghitungan jangka waktu pemberhentian yang diatur
dalam UU dan pelaksanaan tugas dari pihak terkait seperti KPU (dalam
melakukan verifikas) dan juga Presiden yang harus mengeluarkan
Keputusan Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sgak DPR
menyerahkan nama anggota yang diberhentikan antarwaktu dan nama
calon pengganti antarwaktu dari KPU.
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52 Saran

Penulis dalam kesempatan ini ingin memberikan saran atau masukan
terkait proses pemberhentian antarwaktu sehingga kedepannya proses yang ada
dapat berjalan dengan baik, yaitu:

1. Penyelesaian perselisihan partai politik baik di Mahkamah Partai Politik,
pengajuan gugatan ke pengadilan maupun kasasi di Mahkamah Agung,
sebaiknya dilakukan oleh para pihak yaitu calon anggota yang
diberhentikan dan pimpinan partai politik atau Dewan Pengurus Partal
sebelum surat permohonan pemberhentian anggota tersebut disampaikan
kepada pimpinan DPR. Hal ini agar jelas bahwa anggota yang
bersangkutan telah mendapatkan keputusan dari partainya sehingga tidak
mengalami kerancuan mengenai status anggota yang akan diberhentikan
dan dapat lebih efisen dalamn melakukan koordinasi antar |embaga.
Disamping itu juga supaya jangka waktu pemberhentian dapat dimulai
segera setelah surat tersebut diterima oleh Pimpinan DPR sampal dengan
keluarnya K eputusan Presiden.

2. Mekanisme penerusan surat permohonan pemberhentian oleh pimpinan
DPR harus diperjelas. Dalam hal ini adalah apakah penerusan surat
permohonan pemberhentian kepada KPU harus melalui rapat pimpinan
terlebih dahulu atau cukup dilakukan oleh salah satu pimpinan DPR
misalnya dalam kasus Lily Wahid ini adalah oleh Ketua DPR. Untuk itu,
pengaturan yang ada perlu diperjelas sehingga tidak menimbulkan
kerancuan.

3. Daam melakukan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu
anggotanya, partai politik harus mengikuti peraturan yang ada. lbarat
gerbong kereta dan rel kereta, politik haruslah mengikuti hukum yang
berlaku agar tercipta suatu kondisi yang diinginkan. Oleh karenaitu, partai
politik walaupun ia sebagai prasyarat bagi seseorang untuk dapat terpilih
menjadi anggota DPR, tidak boleh mendasarkan tindakannya dalam hal ini
melakukan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya hanya
karena ketidaksukaan atau sikap politis lainnya yang mengesampingkan

kedaulatan rakyat. Sebagai anggota DPR yang dipilih berdasarkan suara
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terbanyak, maka sudah sewgjarnya parta juga harus mempertimbangkan
aspek kedaulatan tersebut dan bersikap hati-hati dalam melakukan

pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya
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